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ABSTRAK

Penelitian ini terfokus pada problematika hak dipilih bagi 
mantan terpidana dan terpidana dalam pencalonan kepala daerah di 
Indonesia. adanya disharomonisasi antara peraturan sektoral antara 
lembaga KPU dan Bawaslu menambah daftar panjang pembatasan hak 
bagi para mantan terpidana dan terpindana. Dasar pemikiran tersebut 
melahirkan problematika sebagai berikut: Pertama, dasar pertimbangan 
politik hukum kebolehan terpidana dan mantan terpidana dalam 
pemenuhan hak dipilih dalam pilkada di Indonesia. Kedua, konsep 
politik hukum terpidana dan mantan terpidana dalam pemenuhan 
hak dipilih dalam pilkada di Indonesia ke depannya. Penelitian ini 
bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Konsep 
(Conceptual Approach), Perundang-undangan (Statute Approach), 
pendekatan perbandingan (Comparatie Approach). Teori yang 
digunakan dalam Penelitian ini; Grand Theory, Teori Demokrasi 
Middle Theory, Hak Asasi Manusia, Applied Theory, Teori Politik 
Hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama,Justifikasi 
kebolehan mantan terpidana memiliki hak dipilih dapat dilhat dari 
proporsi hak politik dalam bingkai HAM di Indonesia. Hak memilih 
dan dipilih merupakan hak yang melekat dan didapatkan sejak 
lahir, serta diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya 
yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-
undangan untuk dipilih dan memilih. pentingnya rehabilitasi dan 
reintegrasi mantan terpidana ke dalam masyarakat. Melarang mereka 
untuk berpartisipasi dalam proses politik dianggap bertentangan 
dengan prinsip-prinsip ini, karena membatasi peluang mereka 
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untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan memperbaiki 
diri. Kedua, Konsep politik hukum terpidana dan mantan terpidana 
dalam pemenuhan hak dipilih dalam pilkada di Indonesia, dimulai 
dengan harmonisasi sebagai berikut: Pertama Pengaturan yang Jelas 
dan Terperinci. Kedua, Proses Verifikasi yang Transparan, Ketiga, 
Pengawasan Yudisial. Sebagai bentuk pemenuhan hak dipilih 
terpidana dan mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah di 
masa mendatang (ius constituendum), pemenuhan hak dipilih mantan 
terpidana dalam pemilihan kepala daerah harus mengedepankan 
dua prinsip dasar sebagai berikut. (1), prinsip proporsionaliotas; (2), 
rehablitasi; dan (3) Reintegrasi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Mantan Terpidana, Kepala Daerah
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ABSTRACT

This research focuses on the problem of the right to vote for former convicts 
and convicts in the candidacy of regional heads in Indonesia. The existence of 
a disaromonization between sectoral regulations between KPU and Bawaslu 
institutions adds to the long list of restrictions on rights for former convicts 
and convicts. The basis of this thinking gives rise to the following problems: 
First, the basis for political and legal considerations of the abilities of convicts 
and former convicts in fulfilling the right to be elected in the regional 
elections in Indonesia. Second, the concept of legal politics of convicts and 
former convicts in fulfilling the right to be elected in the regional elections 
in Indonesia in the future. This research is normative juridical by using the 
Conceptual Approach, Statute Approach, and Comparative Approach. The 
theories used in this study; are Grand Theory, Middle Theory of Democracy, 
Human Rights, Applied Theory, and Legal Political Theory. The conclusions 
in this study are: first, the justification of the ability of former convicts to 
have the right to vote can be seen from the proportion of political rights in 
the framework of human rights in Indonesia. The right to vote and be elected 
is an inherent right that is obtained from birth and is given by the state to 
every citizen who has met the requirements according to laws and regulations 
to be elected and voted. the importance of rehabilitation and reintegration 
of former convicts into society. Prohibiting them from participating in the 
political process is considered contrary to these principles, as it limits their 
opportunities to contribute positively to society and improve themselves. 
Second, the concept of legal politics of convicts and former convicts in fulfilling 
the right to be elected in the regional elections in Indonesia, starting with the 
following harmonization: First, Clear and Detailed Arrangements. Second, 
a transparent verification process, third, judicial supervision. As a form of 
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fulfilling the right to vote for convicts and former convicts in the candidacy of 
future regional heads (ius constituendum), the fulfillment of the right to vote 
for former convicts in the election of regional heads must prioritize two basic 
principles as follows. (1), the principle of proportionality; (2), rehabilitation; 
and (3) Reintegration. 

Keywords: Legal Politics, Former Convicts, Regional Heads

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Hubungan antara pemerintah (state) dengan warga 

negara/rakyat (society) merupakan sebuah bingkai interaksi 
politik diantara keduanya dalam wujud organisasi negara. 
Hubungan state and society ini dapat tergambarkan dalam suatu 
wadah yang disebut demokrasi. Demokrasi tidak hanya sebuah 
kerja kultural, sosial dan politik, melainkan juga membangun 
sikap mental, spirit yang menjadi core values dari praktek 
demokrasi, seperti nilai toleransi, kebersamaan dan kebebasan.1  

Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari politik, dimana 
politik diartikan usaha mencapai kehidupan yang layak dengan 
menggunakan berbagai cara meskipun bertentangan dengan 
yang lainnya. Dalam hal bernegara yang diartikan sebagai politik 
adalah sesuatu yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. 2 
Politik sangat menunjang pertumbuhan demokrasi apabila dalam 
prakteknya politik menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sejak 
lama, politik dan demokrasi, merupakan suatu gambaran besar 
atau cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara 
modern. Demokrasi yang dimaksudkan merupakan suatu 
instrumen universal serta memiliki karakteristik ideografis dalam 
hal-hal tertentu.  

 
1 Denny J.A, Demokrasi Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 2006, hlm. 9 
2 Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2013, hlm 8-16. 
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Dalam mewujudkan demokrasi ada beberapa parameter 
yang perlu diamati dalam prakteknya, yaitu sebagai berikut: 3    

1) Dalam mewujudkan nilai demokrasi, pemilihan atau 
rekrutmen pejabat publik ataupun jabatan politik, haris 
melalui sistem pemilihan umum, dimana didalamnya 
diatur tentang tata pelaksanaan pemilihan dengan waktu 
yang telah diatur secara jelas, kompetitif, jujur dan juga 
berkeadilan. 

2) Dalam mewujudkan demokrasi dapat dilihat juga 
terjadinya rotasi kekuasaan, artinya bahwa kekuasaan atau 
jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus 
menerus oleh seseorang atau satu kelompok tertentu, 
seperti yang terjadi dalam sistem monarki.  

3) Dalam mewujudkan demokrasi, harus mengadakan 
rekrutmen terbuka, artinya bahwa demokrasi membuka 
peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang 
atau kelompok memiliki hak dan peluang yang sama.  

4) Dalam mewujudkan demokrasi, hal yang harus dilakukan 
oleh para pejabat politik maupun publik adalah 
Akuntabilitas publik, dimana para pemegang jabatan 
publik harus mempertanggungjawabkan kepada publik 
apa yang telah ia lakukan, baik sebagai pribadi maupun 
sebagai pejabat publik.  
 
Salah satu ciri dari perwujudan sistem demokrasi yang 

dijalankan oleh Indonesia adalah pemilihan umum, baik berupa 
pemilihan kepala negara, maupun kepala daerah, maupun 
lembaga perwakilan rakyat atau yang disebut dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Daerah (DPD) 
serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Demokrasi 

 
3 Joko J.  Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005, hlm. 35-36 
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dengan cara pemilu adalah salah satu sarana untuk pemenuhan 
hak asasi warga negara di bidang politik, yang bertujuan untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat.4  

Instrumen penting dalam pemilihan daerah selain konsepsi 
demokrasi yaitu hadirnya Mahkamah Konstitusi yang menjadi 
lembaga perlindungan dan penjamin hak konstitusi di Indonesia. 
Mahkamah Konstitusi ditunjuk sebagai Penjaga Hak Asasi 
Manusia (Guardian of Human Rights). Mahkamah Konstitusi 
berfungsi sebagai Perlindungan Hak Warga Negara, yang berarti 
melindungi hak konstitusional warga negaranya. Dalam 
melindungi hak konstitusional warga negaranya, Mahkamah 
Konstitusi hanya berfungsi untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945.5 

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk bersinergi 
dengan pemerintah pusat,. Menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip 
otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penelitian ini akan mendeskripsikan suatu problem hak 
untuk dipilih bagi mantan terpidana dan demokrasi yang terjadi 
di Indonesia. Dalam tataran lokal pada ranah ideografis 
Indonesia dengan memfokuskan diisi pada fenomena pemilihan 
kepala daerah secara langsung merupakan hal menarik untuk 
dibahas dalam disertasi ini. Pergolakan seleksi internal partai 
untuk pencalonan pejabat publik semisal kepala daerah 

 
4 Arifin Anwar, Pencitraan dalam Politik, Jakarta: Pustaka Indonesia. 2006, hlm. 39 
5 Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM 

(The Guardian of Human Rights), (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 1-2 
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seringkali tidak jelas dan justru ditentukan oleh elit partai. 
Undang-undang juga tidak memberikan pengetatan syarat atau 
pembatasan hak bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan 
diri sebagai calon kepala daerah. Sedikit dari permasalahan 
tersebut sudah mulai terjawab dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait persyaratan bagi mantan terpidana yang akan 
mencalonkan kembali menjadi calon kepala daerah serta 
peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Penelitian ini ini 
akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, 
hak politik, pemilihan kepala daerah langsung, dan partisipasi 
politik di Indonesia.  

Hak-hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang 
dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, 
seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan 
memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat 
didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi 
andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah 
negara atau pemerintahan.6 Pasal 28 dan 28D ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 yang telah diubah menetapkan hak politik. 
Pasal 28 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang”, dan Pasal 28D 
ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 

Pemilu adalah hasil logis dari penerapan demokrasi dalam 
kehidupan nasional dan internasional, di mana hak setiap warga 
negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.7  
Namun, masih saja terdapat Undang-Undang yang membatasi 

 
6 Mujar Ibnu Syarif, Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam, 

Angkasa, 
Bandung, 2003, hlm:49 
7  Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, 

Yogyakarta, 1993, hlm. 94. 
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hak dipilih dalam pencalonan kepala daerah bahkan dicabut 
haknya untuk dipilih sehingga beberapa pihak melakukan 
pengujian terhadap Undang-Undang tersebut pada Mahkamas 
Konstitusi. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
VII/2009 tentang Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.  

Pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi 
terhadap Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58 huruf f Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagaimana telah direvisi 
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah oleh Robertus yang telah dihukum penjara 
selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan karena terbukti 
melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365, Pasal 351 
ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api  
sebagaimana Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat 
bernomor W6-U5/001/HK.03/I/2009/PN.LT. 

Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menetapkan syarat 
lima tahun setelah narapidana menjalani hukuman, kecuali 
mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu, salah satunya 
adalah mengumumkan secara terbuka di hadapan umum bahwa 
yang bersangkutan pernah menjalani hukuman penjara untuk 
tujuan memberi tahu masyarakat atau pemilih tentang keadaan 
yang bersangkutan. 

Pembatasan hak konstitusionalitas lagi dalam Pasal 7 huruf 
g dan Pasal 45 ayat (2) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
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Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota, Pasal 7 huruf g memberikan batsan 
terhadap hakl tersbeut dengan menyatakan bahwa: 

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon 
Gubernur, Calon Bupati, Calon Wali Kota adalah yang memenuhi 
syarat diantaranya; (g). tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem peroleh 
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” 
Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 di atas membatasi 
mantan narapidana yang telah dijatuhi hukuman oleh 
pengadilan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. 
Namun, Mahkamah Konstitusi, dalam Putusannya Nomor 
Nomor 42/PUU-XIII/2015, mengizinkan mantan narapidana 
yang telah selesai menjalani hukuman untuk mencalonkan diri 
sebagai calon kepala daerah. 

Putusan tersebut diatas sama-sama memuat keputusan 
yang dianggap inkonstitusional bersyarat (conditionally 
unconstitutional). Dengan demikian, keputusan Mahkamah 
Konstitusi mengembalikan hak mantan terpidana yang 
sebelumnya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana 
telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 8 
tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- 

Dalam mencapai demokrasi, pemilihan kepala daerah 
membuka peluang seluruh warga Indonesia untuk menjadi 
pemimpin di daerahnya masing-masing dengan kualifikasi dan 
kompetitif secara politik sebagaimana yang dijelaskan dalam 
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Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu  
Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan lebih lanjut 
persyaratan peserta yang dapat mengikuti pencalonan kepala 
daerah dijelaskan dalam Peraturan KPU  Nomor 9 Tahun 2016 
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota.  

Dalam keputusannya tentang pengujian Pasal 7 huruf g UU 
Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
"tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih." Mahkamah 
menyatakan bahwa ketentuan ini merupakan pengurangan hak 
kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pencabutan hak-
hak tertentu. 

Fenomena yang kemudian menjadi perhatian bersama oleh 
para kaum elit politik di pusat, daerah, maupun masyarakat pada 
umumnya adalah ketika seorang terpidana maupun mantan 
terpidana ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, yang 
kemudian oleh Undang-Undang dan KPU memverifikasi atau 
memperbolehkan hal tersebut terjadi. Tentunya ini terlihat 
bertentangan dengan bunyi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016:  

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena 
alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam 
penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani tidak di 
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dalam penjara;8 
Dari bunyi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 

Tahun 2016 terdapat pengecualian bagi yang ingin mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah, dimana kebolehan tersebut bagi 
terpidana atau mantan terpidana yang mendapat hukuman 
karena adanya kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena 
alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam 
penjara wajib secara terbuka.  

Terbukanya kesempatan terpidana percobaan ikut pilkada 
oleh KPU, telah memperluas pemaknaan terpidana pada UU 
Nomor 10 tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf g, dimana dijelaskan 
bahwa putusan pengadilan merupakan hukum yang bersifat 
tetap, dimana apabila seseorang yang telah ditetapkan sebagai 
seorang terpidana, tidak ada satupun yang dapat menghapus 
statusnya sebagai terpidana9. Antara Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 terjadi 
perbedaan penafsiran atas frasa ‘terpidana’, dimana oleh DPR 
dalam Peraturan KPU tersebut dengan pengecualian.  

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tersebut 
sesungguhnya telah mendapatkan penolakan dari KPU, hal ini 
menurut KPU terpidana dalam UU Pilkada tersebut tidak perlu 
ditafsirkan lagi, artinya semua jenis terpidana yang mencalonkan 
diri dalam pemilihan kepala daerah tidak diperbolehkan, akan 
tetapi Komisi II DPR tetap dengan pendiriannya menafsirkan 
dengan mengecualikan terpidana percobaan, dengan alasan 
aspek keadilan sebagai pertimbangannya.10   

Menurut Hadar Nafis Gumay, 11  sudah diputuskan 
terpidana percobaan yang tidak dipidana kurungan bisa 

 
8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  9 tahun 2016 pasal 4 ayat (1) huruf f 
9  Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2012 -2017. 
10  https://news.detik.com/berita/d-3299605/peraturan-kpu-diterbitkan-terpidana-

percobaan-bisa-maju-pilkada    (diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.00 wita).  
11 Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2012 -2017 
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mendaftar (pilkada), namun pembahasannya terjadi perdebatan 
yang cukup alot. Hal ini karena ada sejumlah fraksi diantaranya 
PDI Perjuangan dan PAN menolak poin tersebut, meski begitu, 
pada akhirnya tetap keluar putusan tersebut. Begitu pun KPU, 
yang dalam hal ini sejak awal memiliki pandangan berbeda, 
bahwa terpidana hukuman percobaan, juga merupakan orang 
bermasalah dengan hukum sehingga tidak boleh mencalonkan 
diri di Pilkada. Namun, pandangan KPU ini terbentur lantaran 
KPU harus mengikuti aturan mengikat hasil RDP antara 
pemerintah dan DPR sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf a 
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada12. 

Peristiwa di atas menggambarkan dua pandangan yang 
melahirkan sikap terhadap pemenuhan hak pilih bagi terpidana. 
Pertama, sikap KPU RI yang menegaskan semua terpidana 
dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau 
wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan larangan dalam UU 
Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf g.  Namun, adanya 
ketentuan yang mewajibkan  KPU untuk mengikuti hasil rapat 
dengar pendapat dengan DPR, sebagaimana ketentuan dalam 
UU No. 10  tahun 2016 Pasal 9 huruf a yang berbunyi:  

“Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman 
teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang 
keputusannya bersifat mengikat”.  
 Kedua, DPR yang menambahkan norma dengan 

pengecualian terhadap terpidana karena kealpaan ringan (culpa 

 
12 https://republika.co.id/berita/nasional/politik/16/09/11/odc5z3326-sah-

terpidana-hukuman-percobaan-boleh-maju-di-pilkada-2017 (diakses pada tanggal 20 
Oktober 2021 pukul 21.00 wita). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 9 (a)  tentang 
Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan 
menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat 
dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; 



10

POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PASCA REFORMASI DI INDONESIA (STUDI PENCALONAN MANTAN TERPIDANA)

 
 

levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak 
menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik, bahwa yang bersangkutan 
sedang menjalani tidak di dalam penjara dipengaruhi aspek 
keadilan. 

 Alasan DPR bahwa orang yang menjalani hukuman 
percobaan mayoritas adalah pelaku tindak pidana ringan dan 
terjadi atas dasar ketidaksengajaan dan/atau kealpaan adalah 
keliru13. Kebolehan seorang yang berstatus terpidana percobaan 
mengikuti pencalonan kepala daerah dan wakil kepala 
merupakan kesimpulan yang mengecewakan yang dilakukan 
oleh KPU dan DPR.  

  Kebolehan seorang terpidana maupun mantan terpidana 
tindak pidana tidak saja untuk kejahatan ringan ataupun 
hukuman percobaan, dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seorang 
mantan terpidana korupsi boleh mencalonkan diri menjadi calon 
anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan 
anggota calon anggota DPD untuk pemilihan umum tahun 2019. 
Dalam Undang-Undang dijelaskan: 

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik 
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”14 

 
 Ketentuan di atas tersirat mantan terpidana korupsi yang 

dihukum di bawah 5 tahun dibolehkan untuk menjadi calon 

 
13 https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/03/20485861/terpidana.percoba

an.tetap.boleh.ikut.pilkada, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 21.00 wita). 
14  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum pasal 240 ayat (1) huruf g. 
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anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan 
anggota calon anggota DPD.  KPU RI dalam menindaklanjuti 
ketentuan ini, menerbitkan pengaturan yang berbeda 
sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU Nomor: 20 tahun 
2018 sebagai berikut: “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, 
kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi”. 15  Perbedaan 
materinya terdapat pada kedudukan mantan terpidana bandar 
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. 

   Menurut ketentuan yang lebih tinggi/superiori, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, mantan terpidana bandar narkoba, 
kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi dapat  
mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi 
dan DPRD Kab/kota, sedangkan menurut Peraturan KPU tidak 
boleh/dilarang. Hanya saja terjadi perbedaan sikap antara KPU 
dengan Bawaslu, sehingga calon yang dicoret oleh KPU saat 
penetapan calon, diselamatkan oleh Bawaslu melalui putusan 
sengketa pemilu.16  

KPU dan Bawaslu tidak seirama dalam pemenuhan hak 
pilih mantan terpidana korupsi pada pemilihan umum tahun 
2019, bahkan Peraturan KPU ini (diajukan permohonan) Judicial 
Review oleh Jumanto ke Mahkamah Agung RI dengan amar 
putusannya: 

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari 
Permohonan Jumanto Tersebut: 

2. Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan 
lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 
2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan 

 
15  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) huruf h. 

16 https://regional.inews.id.berita/bawaslu-gorontalo-menangkan-gugatan-mantan-
terpidana-korupsi. Akses 26 Juli 2021, Pukul 18.00 Wita. 
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Rakyat Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana 
korupsi “bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum juncto 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak 
berlaku umum;17 
 
Pemangku kepentingan, terbitnya Peraturan KPU yang 

isi berbeda dengan undang-undang, DPR, Pemerintah, 
Bawaslu RI dan DKPP RI, dalam dengar pendapat di DPR, 
yang mengikat KPU menerbitkan peraturan KPU Nomor 9 
tahun 2016 tidaklah mungkin tidak memiliki alasan yang 
mendasar, sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip 
mekanisme pengujian secara yudisial atas setiap peraturan 
perundang-undangan.  

Kebolehan ini juga dilihat berdasarkan beberapa nama 
yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam keadaan 
menjadi terpidana diantaranya sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

 
17   Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Peninjauan 

Kembali dan Kabul Permohonan HUM, Jumanto Vs Ketua Komisi Pemilihan Umum RI 
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Tabel 1 Daftar Calon Mantan Terpidana 
Nama Tahun Kota Kasus 

Syahri Mulyo 2018 Bupati 
Tulungagung 

Korupsi 

Samsu Umar 
abdul Sumain 

2017 Bupati Buton Suap 

Muhammad 
Salim 

2014 Bupati 
Rembang 

Suap 

Teddy Tengku 2013 Bupati 
Kepulauan Aru 

Penyalahgunaan 
wewenang 

Satono 2014 Lampung 
Timur 

Penyalahgunaan 
Dana BPR 

Jamro H Jalil 2014 Bangka Selatan Korupsi 
Agusrin 
Najamudi 

2014 Prov. Bengkulu Korupsi 

 
Nama-nama di atas merupakan sedikit dari banyaknya 

kasus adanya kebolehan bagi terpidana atau mantan terpidana 
menjadi kepala daerah, dari yang bentuk vonisnya 15 Tahun 
hingga hanya bersifat tahanan percobaan. Dinamika 
kebolehan seorang terpidana menjadi calon kepala daerah 
telah diatur sebagaimana perubahan yang terjadi atas proses 
politik di Indonesia.  

Pada awal pemilihan umum di Indonesia, khusus 
tentang syarat calon kepala daerah diatur dalam Undang-
Undang  Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1974 dimana tidak ada syarat khusus atau yang 
menjelaskan tentang terpidana atau kebolehan terpidana 
menjadi calon kepala daerah, karena pada masa ini tidak ada 
persyaratan a quo. 

Hak dipilih bagi setiap warga negara dalam pemilihan 
merupakan hak turut serta dalam pemerintahan sebagai 
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bagian dari hak asasi, 18  pemenuhan hak dipilih dalam 
pemilihan bagi terpidana tidak dapat dicabut selain dilakukan 
melalui putusan pengadilan, melalui hukuman tambahan 
sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 35 ayat 1 yaitu: 

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat 
dicabut dalam hal-hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-
undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: 

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tertentu. 

2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 

diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 
 
Dengan demikian, undang-undang tidak dapat mencabut 

hak pilih seseorang melainkan hanya memberi pembatasan-
pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang 
dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: 

“Pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokrasi. 

 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 faktanya telah 

mencabut hak pilih bagi terpidana karena kealpaan ringan (culpa 
levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak 
menjalani pidana di luar penjara. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 
2016 menyelamatkan hak pilih tersebut, dengan menghadirkan 
pembatasan-pembatasan yang dapat melindungi nilai keadilan 

 
18 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 

(1).  



15

RINGKASAN DISERTASI
DARWIN BOTUTIHE, S.H., M.H.

 
 

bagi warga negara dalam pemenuhan hak dipilih  dalam 
pemilihan.  

Perdebatan pembolehan mantan terpidana untuk 
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maupun Dewan 
Perwakilan Rakyat, menurut pihak yang menolak merupakan 
dampak dari adanya tafsiran dan dianggap mengesampingkan 
hierarki hukum. Secara historis, pengesampingan hierarki dalam 
pembentukan hukum dan pelaksanaannya merupakan kritik 
terhadap teori Hans Kelsen.19  

“Secara historis mengesampingkan asas  lex superiori 
derogat  lex inferiori dalam pembentukan norma hukum atau 
mengesampingkan normatif awalnya merupakan kritik dari teori 
jenjang norma (Stufentheorie)  Hans Kelsen yang  seolah khawatir 
dengan ketidakjelasan isi grundnorm-nya Kelsen (yang memang 
membuka peluang masuknya selera mana suka penguasa dalam 
menetapkan  grundnorm itu), serta trauma pada kekejaman 
rezim Nazi yang memobilisasi tata hukum positif untuk 
melegalkan genosida (pembasmian ras yahudi), Gustav 
Radbruch mematikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota 
dari setiap tata hukum. Sebagai eksponen Neo-Kantian yang 
sangat terpengaruh oleh mazhab Baden, Radbruch berusaha 
mengatasi dualisme antara sein dan sollen, antara materi dan 
bentuk. Jika Stammler dan Kelsen terperangkap dalam dualisme 
itu (sehingga yang dipentingkan dalam hukum hanyalah dimensi 
formal atau bentuknya) maka Gustav Radbruch tidak terjatuh 
dalam kesesatan yang sama. Radbruch memandang sein dan 
sollen, materi dan bentuk sebagai dua sisi dari mata uang. Materi 
mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi. Itulah kira-kira 
frase yang tepat untuk melukiskan teori Radbruch tentang 
hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah materi yang harus 

 
19 Bernard L. Tanya dkk., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

Genta Publishing-Yogyakarta. 2013, hlm.116-117. 
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menjadi isi aturan hukum sedangkan aturan hukum adalah 
bentuk yang harus melindungi nilai keadilan”. 

 
Hanya saja, keadaan di atas tidaklah sama secara penuh 

dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tersebut, 
yang harus meninggalkan hierarki pembentukan hukum dan 
mengedepankan nilai-nilai hukum secara penuh, melainkan tetap 
mengharuskan adanya hierarki dengan tidak meninggalkan nilai 
hukum sebagai intisari dari peraturan perundang-undangan.  

Faktanya UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak langsung 
berubah setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 
begitu pula UU Nomor 7 tahun 2017 tidak langsung berubah 
setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. Akan 
tetapi, dalam pelaksanaannya yang didahulukan adalah nilai 
keadilan perlindungan terhadap hak dipilih, selanjutnya terjadi 
harmonisasi secara hierarki melalui mekanisme pengujian.  

Dimana UU Nomor 10 Tahun 2016 diuji materi Mahkamah 
Konstitusi atas permohonan dari Drs. H.Rusli Habibie MAp. 
Hasil dari pengujian terhadap undang-undang tersebut 
Mahkamah Konstitusi pada 19 Juli 2017 dalam pertimbangannya 
menyatakan:20 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
walikota, melarang terpidana untuk mencalonkan kepala daerah 
atau wakil kepala daerah. Pengaturan ini telah mencabut atau 
tidak memberi pembatasan-pembatasan sebagaimana 
pertimbangan mahkamah konstitusi diatas, terhadap hak dipilih 
dalam pemilihan bagi terpidana, padahal pencabutan itu 
seharusnya hanya dilakukan melalui putusan pengadilan. Hal ini 

 
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIII/2016.hlm.169 
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seharusnya tidak perlu terjadi karena pemilihan kepala daerah 
merupakan bagian dari proses demokrasi yang pada prinsipnya, 
memberi ruang selebar-lebarnya bagi setiap warga negara yang 
telah memenuhi syarat untuk berperan serta dan menggunakan 
hak politiknya, baik hak pilih aktif maupun pasif.  Hak tersebut 
adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik yang sekaligus telah 
menjadi bagian dari hak konstitusional sehingga penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhannya dijamin oleh konstitusi. 
Meskipun secara konstitusional dimungkinkan dilakukan 
pembatasan terhadap hak tersebut melalui undang-undang.  

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, memberikan 
pembenaran terhadap materi dalam Peraturan KPU Nomor  9 
tahun 2016 yang menghadirkan nilai keadilan hak dasar dipilih 
dalam pemilihan bagi yang berstatus terpidana dengan 
melakukan pembatasan dan tidak mencabut. Hal demikian 
putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai telah 
menyeimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, 
keadilan dan kemanfaatan sekaligus untuk memenuhi 
kekosongan hukum.21 

Keadaan ini berdampak bagi pemenuhan hak dipilih dalam 
pemilihan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, 
sekiranya tidak terjadi keadaan tersebut di atas, dapat berakibat 
hilangnya hak dipilih dalam pemilihan bagi yang berstatus 
terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena 
alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam 
penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani tidak di 
dalam penjara. Sehingga pembentukan hukum dan pelaksanaan 
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 merupakan upaya 

 
21 Haikal Lutfi dan Zainal Abidin, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Pasangan 

Calon Bupati Dan Wakil Bupati Abdya Yang Dilakukan Oleh Kip Aceh, Jurnal JIM Bidang 
Hukum Kenegaraan : Vol. 2, No.2 Mei 2018, hlm 280. 
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pemenuhan hak dasar untuk dipilih dengan menangguhkan 
proses pengujian sebagaimana mestinya.  

Berdasarkan uraian penulis di atas, kepastian hukum atas 
hak bagi mantan terpidana yang menjadi a quo antara Undang-
Undang dan Peraturan KPU menjadi hal yang menarik untuk 
diteliti lebih lanjut karena pada tahap penerapannya masih 
terdapat interpretasi yang berbeda terhapada pemberian hak 
pada terpidana dan mantan terpina, perdebatan atas penafsiran 
terpindana dan mantan terpidana dalam pemilihan kepala 
daerah perlu diatur agar mencapai keadilan. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut 
di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah dasar pertimbangan politik hukum kebolehan 
mantan terpidana dalam pemenuhan hak dipilih dalam 
pemilihan kepala daerah di Indonesia? 

2. Bagaimana konsep politik mantan terpidana dalam 
pemenuhan hak dipilih dalam dalam pemilihan kepala 
daerah di Indonesia di masa mendatang? 
 

C. Tujuan Penelitian 
Penelitian dengan kajian Politik Hukum Pemenuhan Hak 

Dipilih Dalam Pilkada Pasca Reformasi Di Indonesia(Studi 
Pencalonan Mantan terpidana) bertujuan :  

1. Menganalisis  dan menemukan  dasar pertimbangan 
kebolehan mantan terpidana dalam pemenuhan hak dipilih 
dalam pemilihan kepala daerah pasca refomasi di 
Indonesia. 

2. Menganalisis dan memperbaharui konsep pemberian hak 
bagi mantan terpidana dalam pemenuhan hak dipilih 
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dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia di masa 
mendatang 
 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka terdapat manfaat 

dan kegunaan penulisan sebagai berikut: 
1. Secara  Teoritis, 

Penelitian ini memberikan manfaat pemikiran hukum dan 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 
Pemenuhan Hak Dasar untuk diPilih dalam Pemilihan 
Umum khususnya adanya nilai keadilan dalam pemenuhan 
hak dipilih mantan terpidana. 

2. Secara Praktis 
a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi rujukan bagi para pihak-pihak yang 
berkepentingan khususnya mengenai pemenuhan hak 
dasar untuk dipilih, khususnya bagi mantan terpidana. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan 
memberikan informasi tentang apa dasar pertimbangan 
dan kebolehan mantan terpidana diberikan hak untuk 
dipilih.  

c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan 
memberi sumbangan pemikiran untuk memberikan 
konsep ideal pemberian hak bagi mantan terpidana 
dalam pemenuhan hak dipilih di Indonesia 
kedepannya, sehingga tidak bertentangan dengan 
tatanan moral konstitusi dan masyarakat.  
 

E. Kerangka Teori 
Kerangka teori melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip 

hukum/asas-asas hukum dan doktrin hukum, serta membangun 



20

POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PASCA REFORMASI DI INDONESIA (STUDI PENCALONAN MANTAN TERPIDANA)

 
 

konsep hukum atau teori hukum. Dalam  disertasi ini penulis 
akan dibedakan menjadi 3 tahapan teori yakni: 

1. Grand Theory, yaitu keseluruhan suatu permasalahan 
atau fakta hukum, disebutkan juga teori dasar yang 
menjadi rujukan maupun penafsiran untuk middle 
theory penulisan disertasi ini menggunakan Teori 
Demokrasi 

2. Middle Theory, yaitu teori yang  terfokus dan mendetail 
dari grand theory yang dipakai, teori ini merupakan 
teori tengah yang menjelaskan lebih nyata dari grand 
theory dan menghubungkan dengan applied theory. 
Penelitian disertasi ini akan merujuk pada Hak Asasi 
Manusia 

3. Applied Theory, yaitu teori yang berada di level mikro 
yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru 
atau konsep baru atau konseptualisasi. Penelitian 
disertasi ini menggunakan Teori Politik Hukum 

 
Dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini 

digunakan pisau analisis dengan beberapa teori sebagaimana 
dikemukakan, berikut ini: 
1. Teori Demokrasi/Kedaulatan Rakyat 

Penggunaan teori demokrasi menjadi bagian 
terpenting dalam penelitian ini guna menjawab serta menilai 
berkaitan dengan rumusan pertama, kedua dan ketiga. Pada 
dasarnya sistem politik demokrasi dipilih karena demokrasi 
memberikan posisi penting bagi rakyat. Rakyat pada 
dasarnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan 
kebijakan negara melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih 
melalui pemilihan.  

Demokrasi merupakan representasi semangat yang 
mencerminkan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan 
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tertinggi di suatu negara. Kekuasaan tertinggi berada di 
tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. 22 
Dengan kata lain, bahwa kekuasaan ditangan rakyat 
memiliki makna bahwa rakyatlah yang menentukan segala 
gerak hidup negara dan pemerintahan, karena negara atau 
pemerintahan merupakan sarana mewujudkan kedaulatan 
rakyat maka negara berlangsung atas kehendak rakyat, 
bukan sebaliknya, yaitu negara dan pemerintahan yang 
menentukan gerak hidup rakyat. 23   

Kata kedaulatan diambil dari pengertian konsep 
hukum ketatanegaraan, yaitu kedaulatan pada aspek 
internal dan bukan dalam pengertian eksternal sebagai 
hubungan antara satu negara dengan negara lain. 24  
Kedaulatan dipahami sebagai superioritas dalam arti khusus 
yang mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat 
hukum  (law - issuing power). 25   Kedaulatan sebagai 
kekuasaan yang tertinggi tidak berada di bawah atau 
subordinasi kekuasaan lain. 26  Paham kekuasaan mutlak  
dan tak terbatas, tidak dapat dibantah dan tidak dapat 
dibagi-bagi.27 

 
22   Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen ketiga (November 2001). 
23   M. Arif Nasution,  Demokratisasi  &  Problem  Otonomi Daerah, Mandar Maju, Cetakan 

Pertama, Bandung, 2000, hlm. 9 
24 .  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan 

Pelaksanaannya di Indonesia. Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan 
Kolektivisme Dalam Kebijaksanaan Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 
1945-1990. PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Cetakan Pertama, 1994, hlm 1.      

25.   CF. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of 
Their History and Exiting Forme, Karya CF.Strong, O.B.E,.Ph.D. The English Book and 
Sidgwiek & Jakson Limited London, 1996, diterjemahkan oleh SPA Team Work, Konstitusi-
Konstitusi Modern, Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 4.      

26 . Sri Soemantri, Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945, dalam Masalah 
Ketatanegaraan Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 67;  baca Edy Purnama, 
Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Cetakan Pertama, Bandung, 2007, hlm 9.   

27 .  M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, UII Press, 
Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2000, hlm 101.    
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Menurut Henry B. Mayo yang dikutip oleh Ni’matul 
Huda di dalam buku “Hukum Tata Negara Indonesia” 
memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik adalah :28 

A democratic political system is one in which public policies 
are made on a majority basis, by representative subject to 
effective populer control at periodic election which are 
conducted on the principle of political equality and under 
conditions of political freedom. (Sistem politik yang 
demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum 
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang 
diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu 
terjaminnya kebebasan politik).  
 
Sementara Dahl, menyatakan bahwa saat demokrasi 

sebagai suatu gagasan politik didalamnya terkandung 5 
(lima) kriteria yakni:  

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan 
keputusan kolektif yang mengikat 

2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama 
bagi semua warga negara dalam proses 
pembuatan keputusan secara kolektif; 

3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang 
yang sama bagi setiap orang untuk memberikan 
penilaian terhadap jalannya proses politik dan 
pemerintahan secara logis; 

4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya 
keputusan eksklusif bagi  masyarakat untuk 
menentukan agenda mana yang harus dan tidak 

 
28 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, 

Yogyakarta, 2005.hlm 266 
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harus diputuskan melalui proses pemerintahan, 
termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada 
orang lain atau lembaga yang mewakili 
masyarakat;  

5. Pencakupan, yaitu terlibatnya masyarakat 
mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya 
dengan hukum.  

 
Jika disandingkan dengan politik demokratis, teori 

demokratis pada umumnya lebih sistematis ketimbang 
pemikiran politik demokratis. Maka, pemikiran demokratis 
sering digunakan sebagai inspirasi untuk teori demokratis. 
Ini jelas tampak dalam perubahan pemikiran politik 
Madison menjadi teori pluralis yang dilakukan oleh Dahl 
(1956).29Banyak teori demokrasi terjadi di dalam lingkungan 
akademik dan merupakan produk dari ilmuwan politik 
profesional. Pembahasan atas literatur teori demokrasi 
kontemporer mengungkapkan bahwa ada lima teori 
demokrasi yang mendominasi literatur.  

 
2. Teori Hak Asasi Manusia 

Prinsip hak asasi manusia dalam penelitian ini 
digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, 
kedua dan ketiga. Pada prinsipnya  doktrin mengenai Hak 
Asasi Manusia (HAM) saat ini sudah diterima secara 
universal sebagai a moral, political, and legal framework dalam 
membangun dunia yang lebih damai, bebas dari ketakutan, 
penindasan dan perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, 
jaminan dan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang 
harus ada pada setiap negara hukum (rechstaat).  Jaminan 

 
29 Hamka Hendra Noer, “Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern”, Jurnal Kajian 

Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 2, No.1, 2019, hlm 84.  
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atas HAM juga harus tercantum dalam undang-undang 
dasar atau konstitusi tertulis suatu negara, dan dianggap 
sebagai poin terpenting yang harus ada dalam sebuah 
konstitusi.30 

Hadjon 31 menjelaskan, berbicara tentang hak 
merupakan pembahasan yang rumit apabila terhadap frase 
kata hak diimbuhkan kata : “asasi manusia”. Fundamental”, 
natural”, kodrat”, “dasar”, dan lain sebagainya terlepas dari 
kerumitan tersebut, inti yang terkandung dalam hak sebagai 
suatu tuntutan (claim) terbayang dalam pikiran bahwa hak 
itu berkaitan dengan tuntutan perlindungan bagi individu, 
kita dikaitkan dengan kelompok masyarakat sebagai 
tuntutan perlindungan masyarakat, dan bila dikaitkan 
dengan tuntuan rakyat berkaitan dengan tuntutan 
perlindungan rakyat 

Hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar manusia 
yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, 
selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh 
karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama 
makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal 
yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.32 Nilai-
nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan 
keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat 
manusia.33 Premis ini memberikan pengertian, bahwa hak 
yang dimiliki dan dinikmati kebebasan untuk mencalonkan 

 
30 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2011,  
hlm. 343.  
31 Philipus M/ Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang 

Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Peradilan Umum dan Pembentukan 
Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 39 

32 Muladi, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 70. 
33 Pidato Douglas W Cassel, Hukum HAM Internasional, Fakultas Hukum Universitas 

Northwestern (NU) 17 September 2001 terpetik dalam Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, 
Indonesia, dan Peradabannya, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm.1. 
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diri untuk dipilih sebagai mantan terpidana merupakan hak 
dari setiap pribadi yang melekat keberadaannya dengan 
kedudukan manusia sebagai manusia.  

Penggunaan teori hak asasi manusia dalam penelitian 
ini, guna menjawab rumusan masalah yang berkaitan 
dengan urgensi kebolehan mantan terpidana dalam 
pemenuhan hak politik pasca reformasi di Indonesia, dan 
dampak kebolehan mantan terpidana diberikan hak untuk 
dipilih pasca reformasi di Indonesia. Tolok ukur dalam 
menggunakan teori ini, dalam mencermati pencabutan hak 
politik tidaklah melanggar HAM sepanjang tidak bersifat 
permanen, dan hak politik merupakan hak dalam 
kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu.  

Bila membaca pengaturan dalam Undang-Undang 
Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, diatur dalam 
Pasal 23 dan Pasal 43, pelaksanaan hak asasi manusia dapat 
dibatasi berdasarkan undang-undang dan dilakukan karena 
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia. Adapun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut sebagai PUMK) yang menegaskan 
terkait hak politik bagi mantan terpidana, salah satunya 
yakni pada PUMK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadi 
landmark decision atas problematika ini.  

Hakim konstitusi menetapkan bahwa hukuman 
pencabutan hak politik dianggap konstitusional, tetapi 
menetapkan batas-batas tertentu, dengan adanya putusan ini 
menjadi salah satu dasar untuk pencabutan hak politik bagi 
terpidananya.  

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari ke-
insyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat 
kemanusiaannya. Oleh karena itu, sesungguhnya HAM itu 
sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini, 



26

POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PASCA REFORMASI DI INDONESIA (STUDI PENCALONAN MANTAN TERPIDANA)

 
 

dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru 
lagi. 34  Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam 
kehidupan nyata, sejak dahulu hingga saat ini tercermin 
dalam perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat 
dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-
wenang penguasa tiran. 35  Timbulnya kesadaran manusia 
akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu 
faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan 
gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.36 

 
3. Teori Politik Hukum 

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechtsstaat) dan bukan dasar kekuasaan (machstaat) 
Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara 
melalui hukum sebagai sarananya, dengan kata lain hukum 
merupakan sarana yang digunakan dalam tujuan negara 
yang sudah dicita-citakan.  

Fakta empirisnya, masih banyak terdapat peraturan 
perundang-undangan yang masih kacau baik dalam tata 

 
34  Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia, Lembaga Kriminologi 

Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.8 
35 Andrey Sudjatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Grafindo Persada, Jakarta, 

2015, hlm.2 
36 Dalam perkembangannya, konsepsi HAM telah memberikan suatu pandangan baru 

akan konsepsi pemidanaan dan penegakan hukum pidana serta khususnya dalam 
penegakan hukum di mana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu 
perlakuan yang humanis terhadap terpidana dan terdakwa dengan pandangan bahwa 
HAM adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian. 
Demikian, bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu seiring dengan 
semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan yang sejalan dengan 
maraknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 
demokratisasi dan transparansi nampaknya telah melahirkan paradigma baru dalam 
melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait 
dengan penegakan hukum untuk profesional dalam upaya penegakkan hukum dan HAM. 
Dalam hal ini khususnya adalah Penyidik sebagai aparat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (POLRI). Dalam Warih Anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam 
Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm 43. 
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urutannya, banyaknya materi yang seharusnya diatur dalam 
Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden, ataupun 
Peraturan Pemerintah. Bahkan atas itu semua, banyak 
peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang 
ataupun dibawahnya yang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945. Penyimpangan-
penyimpangan ini hendaknya segera disikapi dengan 
responsif, sehingga tidak berdampak kepada tidak 
berjalannya sistem hukum, serta mekanisme yang 
ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

Prakteknya, pelaksanaan kewenangan pembentukan 
peraturan daerah selama ini cenderung mengabaikan asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik 
asas formal maupun asas materil. Salah satu contohnya 
adalah asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi mutan. Di 
mana sering peraturan daerah dibentuk tidak sesuai materi 
muatannya. Hal ini menjadi preseden buruk dalam tata 
kelola pembentukan perundangan-undangan yang sarat 
akan kepentingan politis yang pada titik-titik tertentu, 
kepentingan-kepentingan politik tersebut dapat 
dikonstruksikan dalam suatu peraturan perundang-
undangan.37 

Mekanisme dalam menciptakan peraturan 
perundang-undangan yang salah satunya dibentuk melalui 
politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa 
tersebut. Sehingga penciptaan hukum yang ada di Indonesia 
saat ini merupakan wujud atau kehendak penegakan 
tampuk kekuasaan.  

 
37  Eka N.A.M. Sihombing, “Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Disertasi, Program 
Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020, hlm 
12 
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Politik hukum dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai 
kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum 
yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari 
nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan 
negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan ini berkaitan 
dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan 
mendasar serta berkaitan dengan pembentukan hukum, 
penerapan hukum dan penegakannya sendiri. 38  Dengan 
demikian, dapatlah disimpulkan bahwa politik hukum 
merupakan garis resmi kebijakan negara untuk membuat 
dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna 
mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat 
pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV.  

Politik hukum di Indonesia berbeda dengan politik 
hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena 
adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan 
dunia (worldview), sosio-kultural, dan political will. 39 

Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai 
produk atau output dari proses politik atau hasil 
pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Kendati 
demikian, hukum sebagai produk politik, terdapat politik 
hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk 
menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. 
Di negara demokrasi, masukan (inputs) masyarakat yang 
disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian 
diproses sehingga muncul sebagai output dalam bentuk 
peraturan hukum. Penggunaan politik hukum sebagai 
analisis dalam penelitian ini berfungsi memberikan 
gambaran konsep politik hukum mantan terpidana dalam 

 
38 Padmo Wahyono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum 

Keadilan, No. 29 April, 1991, hlm. 65 
39 Islamiyai dan Dewi H, “Analisis Politik Hukum dan Implema Asinya”,  Jurnal Law, 

Development & Justice Review,Vol.2  Mei 2019 



29

RINGKASAN DISERTASI
DARWIN BOTUTIHE, S.H., M.H.

 
 

pemenuhan hak dipilih dalam pilkada di Indonesia 
kedepannya. Dengan adanya peran politik hukum sebagai 
sarana perubahan masyarakat layak diperlukan karena 
hukum selalu bersama manusia untuk mengatur ketertiban 
dan kehidupan manusia, supaya manusia dapat bahagia dan 
sejahtera. Oleh karena itu, bekerjanya hukum tidak sendirian 
dan membutuhkan faktor lain (politik, sosial, ekonomi, 
budaya, teknologi) supaya perannya dapat dirasakan oleh 
masyarakat. Selain itu, keberadaan politik hukum didukung 
oleh beberapa teori hukum yang menguatkan alasan 
mengapa politik hukum sangat diperlukan.40 

 
F. Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki makna sebagai suatu cara 
untuk melakukan pencarian dan penemuan terhadap 
pengetahuan yang benar, metode penelitian dipergunakan untuk 
menjawab suatu permasalahan, yang dilaksanakan secara 
terencana dan terkontrol agar memperoleh kesimpulan yang 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut tolak 
ukur ilmu pengetahuan.41 
1. Objek Penelitian   

Objek penelitian adalah Pemenuhan hak dasar untuk 
dipilih sebagai mantan terpidana dalam pemilihan kepala 
daerah secara politis melalui tiga objek penelitian sebagai 
berikut: pertama, dasar pertimbangan kebolehan mantan 
terpidana dalam pemenuhan hak politik pasca reformasi di 
Indonesia.  Kedua, konsep pemberian hak bagi mantan 
terpidana dalam pemenuhan hak dipilih di Indonesia 
kedepannya 

 
40 Ibid 
41 Wignjosoebroto, S. Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah, dalam 

Metode Penelitian Hukum konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.2017 
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Pembentukan Peraturan KPU Nomor: 9 tahun 2016 
dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dan 
pelaksanaannya dikaji untuk dapat diketahui nilai keadilan 
pemenuhan hak dasar untuk dipilih dalam pemilihan yang 
selanjutnya dikorelasikan dengan hasil pengujian terhadap 
peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai hierarki 
peraturan perundang-undangan tersebut dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-III/2005, dan 
Putusan MK Nomor: 42/PUU-XIII/2015, Konstitusi Nomor: 
71/PUU-XIII/2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI. 
Nomor: 46 P/HUM/2018. 

 
2. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini 
bersifat normatif. Penelitian hukum menurut Soerjono 
Soekanto dapat dibedakan menjadi penelitian hukum 
normatif (legal research) dan penelitian hukum empiris (socio 
legal research). 42  Namun adanya pembagian ini tidak 
selamanya disepakati, seperti pandangan yang 
dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa dikotomi 
seperti itu tidak dikenal dan oleh karena itu menyesatkan, 
karena keilmuan hukum adalah bersifat preskriptif dan 
bukan deskriptif sebagaimana ilmu–ilmu alamiah dan ilmu–
ilmu sosial.43  

Menurut Hadjon44 bahwa ilmu hukum adalah sebagai 
ilmu sui generis (ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri), 
sehingga ilmu hukum memiliki ciri khas yang bersifat 

 
42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Pres Jakarta, 2005 hlm 

51. 
43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006 hlm 33. 
44 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Penerbit Gadjah 

Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2005 hlm 3-4. 
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normatif. Munculnya perbedaan tersebut menurut Hadjon 
karena falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut 
pandangan yaitu pandangan positivistic yang melahirkan 
ilmu empirik (socio legal juriprudences) dan pandangan 
normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut 
pandang ini ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum 
normatif dan ilmu hukum empiris. 

Objek kajian dari penelitian hukum normatif 
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian 
terhadap sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi 
vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah 
hukum.45 Sedangkan objek kajian dari penelitian ini adalah 
pembentukan hukum  Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 
dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dan 
pelaksanaannya di Gorontalo yang mengesampingkan 
hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga jenis 
penelitiannya yang tepat adalah penelitian hukum normatif. 

 
3. Sumber Data  

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa jenis 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data 
utamanya adalah data sekunder berupa bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.46 Adapun 
bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:  
a. Bahan Hukum Primer  

Yaitu Bahan hukum yang bersifat autoritatif, 
artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang 

 
45 Seorjano Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Penerbit Rajawali Pers, Jakarta , 1995 hlm 14. 
46 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Buku Pedoman 

Penulisan Tugas Akhir (Disertasi), Program Doktor ilmu Hukum  (Yogyakarta, UII, 2011). 
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undangan, dan putusan-putusan hakim. 47  Untuk itu  
bahan  hukum  yang  mengikat  (legal of binding)  yang   
berhubungan  dengan   masalah   yang   diteliti   berupa:  
a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945   Pra dan Pasca Amandemen;  
b) Peraturan perundang-undangan tentang 

Pemerintahan Daerah : 
- Perpres Nomor 6 Tahun 1959 tentang 

Pemerintah Daerah; 
- UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintah daerah;                                    
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah;                                     
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah;     
- UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah  

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dearah;     

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pengganti Undang-undangan nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Wali Kota  

 
47.   Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Edisi Pertama, Cetakan 

kelima, Jakarta, 2009. hlm. 141 ; Menurut Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, “Jenis 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup 
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau 
Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas 
perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat.” 
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- UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang;     

- UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undangan Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu)  
- Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota  
- Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah  

d) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tentang 
Pemilihan,   Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, yaitu antara lain: -  PP Nomor 6 Tahun 
2005; dan perubahannya; -  PP Nomor 17  Tahun 
2005 ; -  PP Nomor 25 Tahun 2007; -  PP Nomor 49 
Tahun 2008.        

e) Permendagri   Nomor   9  Tahun  2005;   tentang  
Pedoman  Bagi Pemerintah Daerah Dalam 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah;  

f) PKPU  Nomor  15  Tahun  2008 tentang Pedoman 
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti literatur yang 
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini 
seperti :  
1) Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan 

penelitian, hasil-hasil penelitian berupa penelitian, 
jurnal, majalah/surat kabar dan internet yang 
relevan dalam penelitian pemenuhan hak pilih 
pasca reformasi di Indonesia (studi pencalonan 
mantan terpidana) 

2) Bahan laporan seminar, makalah, disertasi dan 
bahan bacaan lainnya yang berkaitan pembahasan 
Penyelesaian pemenuhan hak pilih pasca reformasi 
di Indonesia (studi pencalonan mantan terpidana) 

c. Bahan hukum tersier  
Bahan hukum tersier menurut Soerjono 

Soekanto adalah bahan hukum berupa kamus, 
ensiklopedia, bibliografi, indek kumulatif dan 
leksion.48 Bahan tersier ini menggunakan: 
1) Black’s Law Dictionary. 
2) Dictionary of Law. 

 
2. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian hukum normatif dapat digunakan 
beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan analisis (analytical 
approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat 

 
48 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), 

Rajawali, Jakarta, 1990. hlm 14-15. 
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(philosophical approad) dan pendekatan kasus (case approach)49. 
Dalam suatu penelitian hukum normatif dapat 
menggunakan dua atau lebih pendekatan tersebut yang 
sesuai50. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah  
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach),  

Pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) digunakan untuk meneliti peraturan 
perundang-undangan yang dalam penormaannya 
masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan 
praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau 
dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini 
dilakukan dengan menelaah semua peraturan 
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan 
permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 
dan menganalisis semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Politik Hukum 
Pemenuhan Hak Dipilih Dalam Pilkada Pasca 
Reformasi Di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan 
terpidana). 

b. Pendekatan kasus  (case approach),  
Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah 

satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif 
yang peneliti mencoba membangun argumentasi 
hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi 
dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya 
dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di 
lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini 
tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta 

 
49  Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan 

singkat Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm 12 – 13. 
50  Peter Mahmud Marzuki, Op.cit hlm146 - 155 
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jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang 
terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam 
penelitian ini pendekatan kasus dilakukan untuk 
menganalisis dan mengkaji dasar pertimbangan (rasio 
decidendi) hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat 
putusan yang menjadi objek penelitian dalam disertasi 
ini.  

c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)  
Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan 

konseptual (conceptual approach), bertujuan agar dapat 
menjawab persoalan hukum dan sekaligus memberi 
solusi hukum serta alternatif terobosan hukum yang 
berkaitan dengan urgensi kebolehan mantan terpidana 
dalam pemenuhan hak politik pasca reformasi di 
Indonesia dan dampak kebolehan mantan terpidana 
diberikan hak untuk dipilih pasca reformasi di 
Indonesia. 

Pendekatan konseptual ini beranjak pada cara 
pandang doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 
Dengan mempelajari pandangan dan perkembangan 
doktrin tersebut diharapkan penulis dapat menemukan 
ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan 
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 
dihadapi sebagai terobosan dalam gagasan penelitian 
ini.  

d. Pendekatan perbandingan (comparative approach) 
Pendekatan perbandingan digunakan dalam 

penelitian yang membahas mengenai adanya 
kekosongan norma hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie 
norma hukum didefinisikan sebagai pelembagaan nilai- 
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nilai baik dan buruk di masyarakat dalam bentuk tata 
aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah.51  

Pendekatan perbandingan ini dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) yaitu “macro-comparative law” dan “micro 
comparative”. Dalam perbandingan makro, lebih fokus 
pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas 
seperti sistematika dan pengklasifikasian sistem hukum. 
sedangkan dalam pendekatan mikro berkaitan dengan 
aturan hukum kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang 
bersifat khusus/actual. Sehingga jika mengacu pada 2 
perbandingan hukum di atas, penulis menggunakan 
perbandingan bersifat Mikro yaitu perbandingan 
lembaga hukum di negara-negara lain. Dalam disertasi 
ini perbandingan dilakukan dengan melihat sistem 
pemilihan kepala daerah di negara seperti Belanda, 
Jerman, dan Amerika dan India yang memiliki konsep 
pemerintahan demokrasi modern yakni baik dari sistem 
pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan 
presidensial di negara-negara. 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian 
ini disesuaikan dengan bahan diinginkan. Dalam penelitian 
ini dilakukan pengumpulan bahan dengan cara: 
a. Studi Kapustakaan (library research) 

Pengumpulan bahan berupa buku, disertasi, 
laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, 
yurisprudensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan 
Mahkamah Agung, dan Rancangan Undang-undang 

 
51 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.162. 
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dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
masalah yang akan diteliti. 

b. Studi Dokumentasi  
Pengumpulan data dalam studi pustaka yang 

dilakukan dalam penelitian ini merupakan kegiatan 
menelusuri, memeriksa, mengkaji dan menalisis data 
sekunder terkait tentang proses pemilihan umum dan 
pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menurut 
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

 
4. Metode Analisis Data  

 Dalam penelitian disertasi ini, tahapan analisis yang 
dilakukan dengan Metode analisis data yang dilakukan 
dengan cara metode kualitatif, yakni suatu tata cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. 
Dengan kata lain, penyusun tidak semata-mata bertujuan 
untuk mengidentifikasi faktor fundamental tentang  Urgensi 
kebolehan mantan terpidana dalam pemenuhan hak politik 
pasca reformasi di Indonesia serta dampak kebolehan 
mantan terpidana diberikan hak untuk dipilih pasca 
reformasi di Indonesia akan tetapi Metode ini menyajikan 
secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan yang 
diteliti, dan ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri 
dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap 
pola-pola nilai yang dihadapi. 

Di samping itu, data yang diperoleh akan diuraikan 
dan disimpulkan dengan berpijak kerangka berfikir 
deduktif, dimana di dalam penelitian melibatkan pencapaian 
kesimpulan dari seperangkat proporsi mencari kesimpulan 
untuk tujuan yang diminta. 
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BAB II 
HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN  

POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK DIPILIH 
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

PASCA REFORMASI DI INDONESIA 
(STUDI PENCALONAN MANTAN 

TERPIDANA) 
 

 
 

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Pencalonan Mantan 
Terpidana 

Bekerjanya politik hukum sebagai sarana mengkritisi 
hukum memiliki arti penting dalam proses terciptanya karakter 
hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dalam suatu negara, 
politik hukum tercermin melalui program pemerintah berwujud 
Prolegnas (Program Legislatif Nasional) yang dilakukan oleh 
lembaga negara yang berwenang, melalui Dewan Perwakilan 
Rakyat, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah (Dewan 
Perwakilan Daerah) yang ditetapkan melalui mekanisme 
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tentunya pijakan 
politik hukum harusnya bepedoman pada cita-cita bangsa yang 
fundamental, yakni membentuk masyarakat yang adil sejahtera 
dan Makmur. Tentunya, untuk mewujudkan itu hukum menjadi 
salah satu dari banyak elemen yang penting dalam menciptakan 
dan menjaga marwah keadilan. Tidak hanya keadilan dalam 
hukum, namun harus juga mencakup keadilan politik dan 
ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia yang secara definitif 
tertuang dalam Amanah Undang-Undang Dasar 1945.  
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Keseluruhan hal tersebut, harus dijalankan agar jiwa 
politik hukum perundang-undangan nasional tetap berjalan 
dalam koridor tujuan bangsa dan negara yang tercantum dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945. Dengan demikian, cita-cita pembentukan negara atau 
tujuan dari negara menjadikan landasan sekaligus paradigma 
dalam setiap pembentukan perundang-undangan nasional atau 
kebijakan lainnya. Hal ini sangatlah penting dilakukan agar 
konsensus bangsa Indonesia tentang konsepsi negara hukum 
yang modern yang demokrasi tertib hukum mampu 
mewujudkan sarana keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia atau dalam konsepsi lain sering disebut sebagai walfare 
state.52 

 
1. Politik Hukum dan Demokrasi di Indonesia 

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang 
dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya 
terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan 
sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar 
untuk menetapkan peradilan khusus pemilu sebagai solusi 

 
52 Walfare staat merupakan gambaran suatu negara bertanggung jawab atas warga 

negaranya, yaitu dengan jalan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, 
perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Indonesia adalah salah satu 
penganut sistem ini dengan mengadopsi welfare state model minimal, yaitu dengan 
memberikan anggaran begitu kecil dalam pembelanjaan sosial. Dengan demikian Secara 
ideal Konsepsi Negara kesejahteraan ini menginterpretasikan sebuah Negara yang 
membuat perbekalan penting dengan berpedoman melalui hukum dan administrasi 
pemerintahan yang lebih berpihak kepada mereka yang kekurangan, dalam hal ini Negara 
harus menyediakan layanan kesehatan, pendidikan dan subsidi bagi mereka yang struktur 
ekonominya lemah. Dalam V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara 
Welfare State dan Tantangannya”, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Vol. 1 | No. 1 , 
Agustus 2020, hlm 23.  
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ketidakjelasan “kompetensi absolutnya” selama ini, yang 
meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. 

Pengaruh politik hukum terhadap hukum dapat berlaku 
pada pengajuan hukum dan karakter produk-produk serta proses 
pembuatannya, bahwa keadaan politik tertentu dapat 
mempengaruhi produk hukum. Satjipto Rahardjo, mengatakan, 
bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan 
subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi 
energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada 
posisi yang lemah. Artinya, banyak sekali praktik politik yang 
secara substantif hal-hal di atas dimaksudkan untuk menegaskan 
bahwa di dalam kenyataan empirik politik sangat menentukan 
bekerjanya hukum. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa 
pengakuan hukum di sini sangat tergantung pada keadaan 
politiknya.53 

Pendapat bahwa kedudukan politik terhadap hukum 
berada dalam posisi  interplay (salling mempengaruhi), namun 
disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa hubungan antra 
politik dan hukum memiliki keterpisahan. Kelsen dalam 
pandangannya menegaskan bahwa keterpisahan tersebut 
merupakan unsur yang bersifat otonomi. Melalui ajaran 
murninya, kelsen sebagaimana dikutip  dalam Satjipto Rahardjo54 
bahwa, “alles ausscheiden möchte, was nicht zu dem exakt als Recht 
bestimmten Gegenstande gehort” (semua hal yang tidak 
berhubungan dengan hukum harus dikeluarkan)”.  

Pada dasarnya politik hukum adalah kebijakan penguasa 
yang berbentuk produk perundang-undangan baik yang berlaku 
di waktu yang lampau, yang berlaku sekarang, maupun yang 
seharusnya berlaku di waktu dan masa yang akan datang. 

 
53 Puji Kurniawan, “Pengaruh Politik Terhadap Hukum Jurnal Al-Maqasid,  Vol. 4 

Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm 34 
54 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,  Cet. II, Genta 

Publishing, Yogyakarta, hlm 7 
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Sedangkan yang digunakan untuk mendekati atau mempelajari 
objek dari politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis 
ilmiah. Dengan kata lain, politik hukum adalah representasi dari 
tahapan merumuskan kebijakan menunjukkan eksistensi adanya 
hukum di Negara tertentu, dan sebaliknya, keberadaan produk 
hukum perundang-undangan menunjukkan adanya politik 
hukum di negeri tertentu. 55 

Penjelasan secara etimologis tentu tidak memuaskan 
karena masih begitu sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat 
membingungkan dan merancukan pemahaman tentang apa itu 
politik hukum. Guna melengkapi uraian di atas penulis 
menyajikan definisi-definisi politik hukum yang dirumuskan 
oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup concern 
mengamati perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu :  

a. LJ. van Appeldoorn, 56 dalam bukunya „Pengantar Ilmu 
Hukum“ menyebut dengan istilah politik perundang-
undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan 
isi peraturan perundang-undangan. Pengertian ini terbatas 
hanya pada hukum tertulis saja.  

b. Teuku Muhammad Radhie,57 mengkonsepsi politik hukum 
sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai 
hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan 
mengenai politik pembangunan hukum yang hendak 
dikambangkan. 

c. Abdul Hakim Garuda Nusantara,58 menyebutkan bahwa 
politik hukum adalah sama dengan politik pembangunan 

 
55 Ahmad Muliadi, Politik Hukum, Padang: akademika , 2013, hlm.10 
56 LJ. van Appeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-18, Prada Paramita, Jakarta, 

1981, hlm 390. 
57  Teuku Muhammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka 

Pembangunan Nasional dalam Majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973, hlm 4.  
58 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm 
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yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu 
perintah negara tertentu. 

d. Sunaryani Hartono, 59  tidak menyebutkan politik hukum 
secara eksplisif, namun ia melihat politik hukum sebagai 
sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat 
digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum 
nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum 
nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.  

e. Moh. Mahfud M.D60, menjelaskan bahwa politik hukum 
legal policy atau garis(kebijakan) resmi tentang hukum yang 
akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun 
dengan penggantian kaum lama dalam rangka 
mewujudkan tujuan dari negara.  
 
Berdasarkan pengertian politik hukum menurut para ahli 

hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksudkan dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, 
asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara 
yang mengandung politik pembentukan hukum, politik 
penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan 
hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para 
penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi 
hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya 
dan mengenai arah perkembangan hukum di masa mendatang.  

Jika politik hukum adalah bagian arah kebijakan negara 
(legal policy), maka dalam konsep ini, dapat dikatakan bahwa 
hukum adalah “instrumen” yang bekerja dalam “ sistem hukum” 
positif di negara tertentu (dalam hal ini Indonesia) dengan 
maksud untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” 

 
59  Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, 

Bandung, 1991, hlm 1 
60 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2009, hal. 2 
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masyarakat Indonesia  Maka akan menjadi penting terlebih 
dahulu sebelum memulai politik hukum nasional haruslah 
didasari dengan keteguhan dari sebuah tujuan negara.61 

Penulisan ini, memberikan gambaran keberadaan 
demokrasi secara konstitusional di Indonesia melalui kajian-
kajian perkembangan awal muncul demokrasi hingga demokrasi 
di Indonesia. Hal merupakan pergulatan politik dalam tataran 
konseptual konstitusi dengan konfigurasi sebagai pertanda 
adanya kemauan kekuasaan negara dalam mengartikulasikan 
demokrasi menurut pandangan mereka.  

Perkembangan demokrasi pada suatu negara hukum 
berada dalam pemahaman antara demokrasi dan negeri hukum 
yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya berikatan dan 
merupakan bagian dari prasyarat bahwasanya keberadaan 
negara hukum tidak terlepas dari negara yang demokrasi. 
Aristoteles dalam pandangannya, bahwa pengertian negara 
hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara 
kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-
negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan 
berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan 
negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), dimana seluruh 
warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan 
negara.62 

Istilah demokrasi pada dasarnya berasal dari Yunani kuno 
yang memiliki  arti rakyat dan cractos atau cratein yang berarti 
pemerintahan atau kekuasaan rakyat Jadi secara bahasa, demos-
cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat, yang 
berkembang dan menjadi bagian dari budaya Barat pada waktu 
itu dan terus berlanjut dalam aliran yang tak terputus dan terus 

 
61  Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : 

rajawali Press, 2011, hlm 17.  
62 Benny Bambang Irawan, “Perkembangan demokrasi Indonesia”,Jurnal Hukum dan 

Dinamika Masyarakat,  Vol. 5 Nomor 1 Oktober, 2007, hlm 55. 
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berkembang hingga hari ini. Saat Aristoteles menulis tentang 
demokrasi, yang ia maksud adalah demokrasi langsung, di mana 
semua warga negara "harus memerintah dan diperintah secara 
bergantian.63 

Pada dasarnya pemahaman demokrasi dapat dipahami 
berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 
Rousseau 64  dalam melihat bahwa demokrasi adalah suatu 
tahapan yang dilalui sebuah negara untuk mendapatkan 
kesejahteraan. Yang menurutnya demokrasi dalam suatu negara 
tidak dilihat dalam konteks akhir, tetapi tahapan-tahapan yang 
dilalui negara tersebut apakah telah mencerminkan prinsip-
prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Kelsen demokrasi dalam 
sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal 
dari datangnya ide demokrasi menurutnya adalah ide kebebasan 
yang berada dalam benak manusia. Ide “kebebasan”jika 
dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri.65 

Jika mengacu pada demokrasi yang dianut di republik 
Indonesia maka demokrasi yang diterapkan adalah berdasarkan 
Pancasila, yang hingga kini masih dalam taraf perkembangan dan 
mengenai sifat-sifat dan ciri- cirinya terdapat pelbagai tafsiran 
serta pandangan. Tetapi tidak dapat disangkal ialah bahwa 
beberapa pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas 
tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di 
amandemen.66 

 

 
63Edward L. Rubin, Getting Past Democracy University of Pennsylvania Law Review, 

January, 2001, hlm. 717. 
64 Jean Jacques Rousseau,  Du Contract Social (Perjanjian Social),  Jakarta : Visimedia, 

hlm 113. 
65 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung : Penerbit Nuansa 

Media, 2006, hlm 404. 
66  Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama,2008, hlm 106.  
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Berkaca dari sisi historis perkembangan demokrasi di 
Indonesia, maka tidak terlepas dari empat masa berjalannya 
demokrasi antara lain :  
1) Pada Masa Republik Indonesia I (1945-1959). 

Yaitu masa demokrasi (Konstitusional) merupakan fase 
dimana peranan parlemen serta partai-partai yang menonjol 
sehingga  dapat dinamakan demokrasi parlementer.  

2) Masa Republik Indonesia II (1959-1965) 
Yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek 
telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang 
secara formal merupakan landasannya, yang menunjukkan 
beberapa aspek demokrasi rakyat.  

3) Masa Republik Indonesia III (1965-1998) 
Yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi 
konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensial.  

4) Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) 
Yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya 
demokrasi di Indonesia sebagai korelasi terhadap praktik-
praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia 
III.  

Jika konsep demokrasi di Indonesia menggunakan 
demokrasi konstitusi Teori Riley, demokrasi konstitusional 
adalah demokrasi yang menganut bahwa kedaulatan bahwa 
kedaulatan rakyat harus menjalankan dalam benak 
konstitusi. 67  Indonesia juga menerapkan demokrasi 
perwakilan (Representative democracy) dimana pelaksana 
dalam aktivitas pemerintahan merupakan orang yang dipilih 
dalam sistem pemilihan umum. Fakta sejarah ini 
menunjukan bahwa sebelum terjadinya reformasi di 
Indonesia, Presiden Soekarno dan Presiden Suharto pernah 
menerapkan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan 

 
67 Hamdan Zoelfa, Mengawal Konstitusionalisme” Jakarta: Konstitusi Pers, hlm 39 
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demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan negara 
republik Indonesia.68 

Secara umum penafsiran Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 dipengaruhi oleh perbedaan 
latar belakang sosial dan politik dari para penafsir konstitusi, 
sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan atau 
divergensi penafsiran yang ekstensif. Akan tetapi, penafsiran 
ini bukan saja disebabkan oleh sekedar latar belakang sosial 
dan pandangan politik penafsir yang penting melainkan juga 
perspektif yang digunakan dalam penafsiran Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.69 

Penulis berpendapat bahwa kemerdekaan merupakan 
makna penting dari sebuah demokrasi. Hal ini sejalan 
dengan pandangan Kelsen yang menjelaskan konsep 
kemerdekaan atau kebebasan sebagai berikut:70 

“Politically free is he who is subject to a legal order in the 
creation of which he participates. An individual is free if 
what he “ought to” do according to the social order coincides 
with what he “wills to” do. Democracy means that the “will” 
which is represented in the legal order of the state is identical 
with the wills of the subject” (Makna kebebasan secara 
politik  adalah is yang tunduk pada tatanan hukum 
dalam penciptaan di mana dia berpartisipasi. Seorang 
individu bebas jika apa yang "harus" dia lakukan 
menurut tatanan sosial bertepatan dengan apa yang 
"dia ingin" lakukan. Demokrasi berarti bahwa 
"kehendak" yang diwakili dalam tatanan hukum 
negara identik dengan kehendak subjek) 

 
68 Ibid. 
69 Aidul Fitriciada Azhary, Tafsir Konstitusi,... Op.cit, hlm 15-16 
70 Eerik Lagerspetz, “ Kelsen on Democracy and Majority Decision”, Jurnal Archiv fu ̈r 

Rechts- und Sozialphilosophie / rchives for Philosophy of Law and Social Philosophy, Vol. 103, No. 
2, 2017,  hlm 165. 
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Melalui gagasan sentral mengenai kebebasan itu, 
maka penafsiran makna demokrasi dalam UUD 1945 pada 
dasarnya merupakan penafsiran atas gagasan kebebasan 
atau kemerdekaan yang terkandung dalam UUD 1945. 
Penafsiran tersebut merupakan pemaknaan atas derajat 
kebebasan yang bergerak di antara pembatasan kekuasaan 
negara dan kebebasan warga  negara. Demokrasi 
konstitusional ini kemudian seringkali dihubungkan dengan 
peneguhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 
ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan. Doktrin ini 
menghendaki pembatasan kekuasaan pemerintahan guna 
menjamin hak individu.71 Hal ini memberikan konsekuensi 
yaitu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga 
kesempatan penyalahgunaan pemerintah atas 
kewenangannya dapat diperkecil dan tidak memusatkan 
kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau 
badan.72 

 
2. Politik Hukum Pencalonan Kepala Daerah Pasca Reformasi 

Setelah bergulirnya reformasi di Indonesia, kondisi 
tersebut tetap memunculkan beberapa ciri khas demokrasi 
liberal dalam jalan yang semakin mengarah pada demokrasi 
illiberal. Saat Indonesia tampak semakin permisif terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM), 73  berikut semakin 
menyatunya polarisasi partai dalam mayoritas koalisi,74 pemilu 

 
71 Albert H. Y. Chen, “Pathways of Western Liberal Constitutional Development in 

Asia: A Comparative Study of Five Major Nations,” International Journal of Constitutional Law, 
8, 4 (2010), hlm. 850. 

72 Demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang 
konkret pada akhir abad ke-19 yaitu pembatasan kekuasaan negara diselenggarakan dengan 
suatu konstitusi tertulis. Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), hlm. 107.  

73 CNN Indonesia, “AS Beberkan 8 Pelanggaran HAM Indonesia Selama  
74 Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia,” Jurnal 

Hukum Ius Quia Iustum, 27, 2 2020, hlm. 222. 
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tetap dipertahankan karena dengan alasan demokrasi. Dari 
sudut pandang global yang didominasi oleh pemikiran barat 
dengan demokrasi liberal, realitas ini ini mungkin sebagai 
anomali, dimana implikasi konstelasi kekuasaan terhadap 
pembatasan kebebasan 75  berikut laju populisme karena 
pertarungan calon dalam pemilihan kepala daerah.76 Kritik juga 
menyangkut semakin suburnya relasi oligarki karena 
ketidakberdayaan sistem pemilihan umum 77  mengantisipasi 
implikasi regulasi di masa mendatang. 

Terlepas dari polemik tersebut, era saat ini masih 
merupakan babak baru bagi Indonesia untuk kembali memaknai 
demokrasi dan konstitusionalisme, serta sejauh mana keduanya 
menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Pada tingkat 
pusat, Indonesia tidak lagi mempertahankan sentralisasi 
kewenangan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 78 
Konsekuensinya, pemilu berperan penting dalam penentuan 
jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 79  Pada tingkat daerah, 
demokratisasi secara bertahap dilaksanakan melalui partisipasi 
rakyat untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Pada fase 
awal, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Pada fase berikutnya, yaitu setelah pemberlakuan Undang-

 
75 Rachael Diprose, Dave McRae, dan Vedi R. Hadiz, “Two Decades of Reformas in 

Indonesia: Its Illiberal Turn,” Journal of Contemporary Asia, 49, 5 2019, hlm. 692. 
76 Marcus Mietzner, “Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and 

Democratic Deconsolidation in Indonesia,” Pacific Affairs, 91, 2 (2018), hlm. 262. 
77  Muhammad Bahrul Ulum, “Indonesian Democracy and Political Parties After 

Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis,” Indonesia Law Review, 10, 2 (2020), 
hlm. 37. 

78 Muhammad Bahrul Ulum, “How Democracy is Election? Reassessing Article 18 (4) 
of the 1945 Constitution and Its Implication to the Regional Head Election in Indonesia,” 
Jurnal Hukum dan Peradilan, 8, 2 (2019), hlm. 317. 

79 Ulum, “How Democracy is Election?”, hlm. 317. 10 Ulum, “How Democracy is 
Election?”, hlm. 320. 
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Indonesia memperkenalkan pemilihan kepala daerah secara 
langsung.10  

Dalam perkembangannya, regulasi tentang pemilihan 
kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang. UU ini mengatur lebih rinci tentang pemilihan kepala 
daerah, yang juga mencakup landasan pemilihan kepala daerah 
secara serentak setiap lima tahun sekali.  

Pembuat kebijakan, setelah reformasi, menyadari bahwa 
warga negara harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi 
politik melalui pemilu. Kedaulatan rakyat dibangun melalui 
pemilihan umum, yang memastikan bahwa rakyat terlibat 
sepenuhnya dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan penilaian bagaimana kekuasaan digunakan.80 
Pemilihan umum berupaya mendorong dan mengakomodasi 
suara rakyat untuk memilih dan dipilih. Dengan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan, kepemimpinan harus dijalankan 
berdasarkan partisipasi mereka.  

Pada awalnya, ide pemilihan kepala daerah secara 
langsung diusulkan sebagai cara untuk meningkatkan 
demokrasi lokal. Salah satu peningkatan ini adalah 
meningkatkan keterlibatan rakyat di tingkat lokal, yang menjadi 
alasan pemilihan langsung oleh rakyat. Alasan ini memiliki 
relevansi dengan pendapat Robert A. Dahl yang menilai bahwa 
kekuatan demokrasi dapat menghindari munculnya tirani 
sekaligus terpenuhinya hak-hak warga negara, kesamaan 

 
80  Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen 

Demokrasi,” Jurnal Konstitusi, 3, 4 (2006), hlm. 6. 



51

RINGKASAN DISERTASI
DARWIN BOTUTIHE, S.H., M.H.

 
 

kesempatan dalam politik, munculnya moral otonomi, dan 
terciptanya kesejahteraan.81  

Dengan diadopsinya pemilihan kepala daerah secara 
langsung, diharapkan tidak hanya menjadi muara kebebasan 
warga negara dalam menentukan kepemimpinan daerah, tetapi 
juga mampu dapat meningkatkan kesejahteraan warga hingga 
tingkat daerah.82 Memang, melalui mekanisme ini tidak otomatis 
dapat meningkatkan kualitas demokrasi maupun secara 
signifikan meningkatkan kesejahteraan di tingkat daerah. 
Penelitian ini menggarisbawahi alasan pemilihan umum sebagai 
instrumen demokrasi. Pelibatan rakyat secara langsung menjadi 
landasan untuk mendorong rakyat sekaligus bertanggung jawab 
dalam mewujudkan cita-cita negara hukum demokratis. Namun, 
perlu diperhatikan juga bahwa demokrasi tidak sebatas 
partisipasi publik dalam bidang politik namun juga sinkronisasi 
pemerintahan yang sesuai kepentingan rakyat. Oleh karena itu, 
pemilu bukan segala-galanya dalam demokrasi. Meskipun, 
terbatasnya keterlibatan warga dalam pemerintahan dapat 
mendorong lahirnya pemerintahan totaliter. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi 
alternatif karena pertimbangan penguatan parlemen ternyata 
tidak berbanding lurus dengan keinginan mempercepat proses 
demokratisasi di daerah. Pemilihan secara langsung diharapkan 
dapat mereduksi ‘pembajakan kekuasaan’ oleh partai-partai 
politik di DPRD. Pemilihan secara langsung diharapkan dapat 
menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih 
tinggi kepada rakyat.83 Pemilihan kepala daerah secara langsung 
merupakan tafsir pembentuk undang-undang terhadap frasa 

 
81  Suharizal, “Penguatan Demokrasi Lokal melalui Penghapusan Jabatan Wakil 

Kepala Daerah,” Jurnal Konstitusi, 7, 5 (2010), hlm. 96. 
82 Suharizal, “Penguatan Demokrasi Lokal”, hlm. 96. 
83   Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru 

(Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 183.  
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‘dipilih secara demokratis’ dalam Pasal 18 ayat (4) Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945   hasil 
perubahan. Kemudian, tafsir ini dioperasionalisasikan dalam 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Undang-undang ini menggeser kewenangan pemilihan 
yang sebelumnya berada pada anggota DPRD menjadi hak setiap 
warga negara di daerah yang bersangkutan. Konsekuensinya, 
Undang-undang ini menentukan landasan pemilihan kepala 
daerah berdasarkan pada asas-asas pemilihan umum dan 
dioperasionalkan oleh lembaga khusus untuk menjaga integritas 
dan kemandirian pelaksanaannya.84 

Menurut Pasal 22E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, pemilihan 
terdiri atas pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam 
perkembangannya, pemilihan umum mengalami perluasan 
makna yang mencakup pemilihan umum kepala daerah 
(pemilukada). Awal penggunaan istilah ini melahirkan 
perdebatan normatif tentang cakupan dan batasan pemilihan 
umum secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) 
menentukan bahwa pilkada langsung tidak termasuk dalam 
kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pilkada langsung adalah pemilu secara materiil untuk 
menerapkan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam 
implementasinya dapat berbeda dengan pemilihan umum 
menurut Pasal 22E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan ini mencakup seperti 
regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan 

 
84 Marijan, Sistem Politik Indonesia, hlm. 183. 
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perselisihan hasil pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas 
asas-asas pemilihan umum yang berlaku.85 

Dalam perkembangannya, istilah pilkada kemudian 
dikenal dengan pemilukada (pemilihan umum kepala daerah). 
Perbedaannya adalah pada kerangka normatifnya. Istilah 
”pilkada” menunjuk rezim pemerintahan daerah dan istilah 
”pemilukada” menunjuk atau merupakan bagian dari rezim 
pemilu. Hal demikian sebagaimana Putusan MK Nomor 72-
73/PUU-II/2004 dalam pengujian Undang-undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan 
pemilukada ini merupakan sebuah refleksi pengaturan 
pemilihan kepala daerah yang diterapkan sebelumnya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, secara materiil pilkada 
langsung merupakan bagian dari pemilu. Terlebih, perbedaan 
tersebut dapat dijembatani oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal  a quo menentukan bahwa kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan tersebut relevan 
dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menjadi prinsip dasar 
pemilihan umum sehingga menjadi legitimasi pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah langsung dalam cakupan pemilihan 
umum.86 

Di dalam sistem pemilihan kepala daerahPenyelenggaraan 
pemerintahan tingkat daerah sebagaimana konsep otonomi 
daerah dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata 
dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional yang 
diwujudkan dengan pengaturan dengan pembagian dan 
pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan pusat 

 
85 Marijan, Sistem Politik Indonesia, hlm. 183. 
86 Setelah ketentuan pasal tersebut diujikan kepada MK, pilkada secara  
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dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran 
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi 
keragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.87 Pemilihan umum kepala daerah 
dan wakil kepala daerah, adalah pemilihan umum untuk 
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh penduduk 
daerah setempat yang memenuhi syarat.  

Pimpinan daerah merupakan perpanjangan tangan 
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang 
kebijakan politik di daerahnya, dengan mengindahkan 
wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang 
bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 88  Selain sebagai wakil pemerintahan pusat di 
daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih 
berlandaskan political recruit atau model pemilihan (elections) 
yang bersifat langsung (direct) dan menjalankan amanah rakyat. 
Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik 
sebagai pejabat publik dalam hal mengelola maupun pemegang 
tampuk kepemimpinan di daerah. Juga pejabat daerah sebagai 
simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat 
daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.89 

Seorang kepala daerah dan wakilnya harus mampu 
bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak dan 
bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara, 
masyarakat daerah ketimbang kepentingan pribadi maupun 
golongan. Kepala daerah dan wakilnya harus bersikap arif, 
bijaksana, jujur, adil dan netral dalam melaksanakan kebijakan 

 
87 Hari Sabandono, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta : Sinar 

Grafika, 2008, hlm. 26 
88 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, 

hlm. 390 
89 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 78 
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yang dibuat atau tindakan-tindakan kepala dan wakil kepala 
daerah harus memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan.90 

Tolok ukur keberhasilan demokrasi tergantung pada 
kualitas perlindungan, pemenuhan dan jaminan hak asasi 
manusia untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi 91  Pada 
tingkat daerah, demokratisasi secara bertahap dilaksanakan 
melalui partisipasi rakyat untuk terlibat dalam pemilihan kepala 
daerah. Pada  fase awal, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh 
Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  berdasarkan  
Undang-Undang  Nomor  22   Tahun 1999 tentang Pemerintahan. 
Pada fase berikutnya, yaitu setelah pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Indonesia memperkenalkan  pemilihan  kepala  daerah  secara  
langsung. Lebih  lanjut,  regulasi  tentang  pemilihan kepala  
daerah  secara  langsung diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  
1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  
Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-
Undang.  Undang-undang  ini  mengatur  lebih  rinci  tentang  
pemilihan  kepala  daerah,  yang  juga  mencakup  landasan  
pemilihan  kepala daerah secara serentak setiap lima tahun 
sekali. 

Keterlibatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara 
langsung dianggap sebagai suatu terobosan, meskipun 
menimbulkan perdebatan normatif, baik secara akademik 
maupun praktik. 92  Berkualitas atau tidaknya suatu pemilihan 

 
90 Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 
91 Bruce Bueno De Mesquita, dkk., “Thinking Inside the Box: A Closer Look at  Democracy  

and  Human  Rights”.  International  Studies  Quarterly, 2005. hlm. 440. 
92  Sodikin Sodikin, “Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 
1, 2014. hlm. 102 
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kepala daerah sangat bergantung pada kerangka hukum seperti 
apakah yang akan dibentuk. Banyak timbul persoalan dan 
problematika tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
di Indonesia yang lahir karena kerangka hukum pemilu yang 
dibuat tidak lebih dari sekedar produk politik transaksional 
dalam rangka mengamankan kepentingan masing-masing 
pihak. 93  Demokratis atau tidak suatu penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah ditentukan oleh sistem pemilukada 
yang demokratis pula.  

Pengaturan terhadap pemilihan kepala daerah dituangkan 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa:  

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis”.  
 
Konstitusi secara tegas tidak memberikan satu keharusan 

bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, atau 
secara tidak langsung oleh rakyat (melalui lembaga perwakilan 
rakyat), melainkan secara substansi menegaskan bahwa 
pemilihan tersebut secara demokratis. Makna dari rumusan 
“dipilih secara demokratis” memberikan ruang penafsiran-
penafsiran yang berbeda, namun pada intinya adalah proses 
tersebut dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 

Melihat pada sejarah perjalanan Indonesia, pemilihan 
kepala daerah telah dilakukan melalui empat mekanisme 
mengenai siapa yang memiliki hak memilih kepala daerah. 
Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat. 
Undang-undang No 22 Tahun 194894 dan Undang-undang No. 1 

 
93  Pengantar redaksi, “RUU Pilkada: Rekayasa Setengah Hati”, Jurnal Pemilu dan 

Demokrasi. Perludem, Edisi 4, November, 2014. Hlm. v 
94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok 

Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus 
Rumah Tangganya Sendiri 
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Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 
memberlakukan sistem penunjukan, dilanjutkan dengan sistem 
yang sama dalam penetapan presiden No 6 Tahun 1959 tentang 
Pemerintahan Daerah juncto Penetapan Presiden No. 5 Tahun 
1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat 
Daerah yang disertai alasan situasi memaksa. Kemudian 
diperkenalkan sistem pemilihan kepala daerah oleh lembaga 
perwakilan yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, di mana kepala 
daerah dipilih oleh DPRD dan hasil pilihannya diputuskan oleh 
Presiden. 

Berbeda dengan sistem pemilihan perwakilan yang diatur 
dalam UU 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 
dan Undang-undang No.  22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih 
oleh DPRD tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. 
Kemudian, sistem pemilihan langsung dalam Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004, yaitu kepala daerah dipilih secara langsung 
oleh rakyat. Artinya, setiap warga negara di daerah yang 
bersangkutan berhak memilih calon kepala daerah secara 
langsung dengan asas one person, one vote and one value.  

Perkembangan yang terjadi sistem pemilihan langsung 
dengan istilah ‘Pilkada menjadi ‘Pemilukada’, yaitu pemilihan 
kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu sebagaimana 
ketentuan Pasal 22E UUD 1945. Pengaturan pemilihan kepala 
daerah yang diatur dalam undang undang ini dapat dikatakan 
sebagai hukum transisi dari pemilihan secara tidak langsung 
menuju pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pada 
perkembangannya dibentuk Undang-undang No. 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang 
No. 12 Tahun 2008 sebagai bentuk penyempurnaan atas Undang-
undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang No. 22 Tahun 2007 
mengatur khusus kelembagaan penyelenggara pemilu, yaitu 
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KPU, Bawaslu dan turunannya. Sedangkan Undang-undang No. 
12 Tahun 2008 mengatur lebih lanjut mengenai pemilukada yang 
tidak terakomodasi dalam Undang-undang 32 Tahun 2004. 

 
3. Problematika Pencalonan Mantan Terpidana menjadi  Kepala 

Daerah di Indonesia 
Negara melaksanakan demokrasi dan rakyat memiliki 

kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga perwakilan 
yang dibentuk melalui pemilihan umum. Pelaksanaan 
kedaulatan rakyat oleh lembaga perwakilan dapat dilaksanakan 
apabila rakyat Indonesia memiliki lembaga Perwakilan yang 
representatif. Untuk memilih anggota legislatif yang berkualitas, 
tentu diperlukan calon anggota legislatif yang tidak bermasalah, 
tidak pernah terlibat dalam kasus hukum, apalagi menyandang 
sebutan sebagai Terpidana atau mantan narapidana. Namun 
dalam praktiknya banyak pertimbangan dalam hal pencalonan 
mantan terpidana yang ingin mencalonan di kontestasi politik 
khususnya kepala daerah.  

Salah satu pembatasan bagi mantan narapidana dapat 
dilihat pada Pasal 169 huruf p Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum menjelaskan salah satu syarat calon 
presiden dan calon wakil presiden, yaitu, “tidak pernah dipidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Syarat 
tersebut juga terdapat dalam persyaratan calon anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta syarat calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

Dalam perkembangan, ketentuan mengenai hak politik 
mantan terpidana ini diujikan konstitusionalitasnya di MK dan 
telah beberapa kali diputus dengan beberapa putusan 
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konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, 
mulai dari Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007, Putusan MK 
No. 15/PUU-VI/2008, Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, 
Putusan MK No. 120/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 42/PUU-
XIII/2015, Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 dan yang terbaru 
yaitu Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016. Hal ini berarti 
pembatasan bagi mantan narapidana untuk ikut serta 
mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang dipilih (elected 
officials) tetap ada namun terdapat syarat-syarat yang ditentukan 
dalam putusan MK tersebut. Dalam penelitian ini penulis dalam 
Bab selanjutnya kana membahas beberapa putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut.  

Pada bab ini penulis akan menjelaskan justifikasi 
pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah. 
Diskursus ini berkembang pada pengajuan pengujian PKPU 
Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dan keluarlah Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 46 P/HUM/2018 (selanjutnya disebut sebagai 
PUMA Nomor 46 P/HUM/2018) terkait pengujian Pasal 4 ayat 
(3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Sehingga, dengan persoalan 
tersebut, studi ini secara mendalam akan secara spesifik mengkaji 
eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menegasi hak politik 
terpidana kasus korupsi, PKPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagai 
respons keluarnya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018, serta 
justifikasi hak politik mantan terpidana dalam perspektif hak 
asasi manusia dan perundang-undangan sebagai kritik terhadap 
penormaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. 

Problematika pencalonan mantan terpidana dalam 
pemilihan kepala daerah di Indonesia, masih memberikan 
perdebatan panjang dari banyak kalangan. Pada praktiknya, 
banyak yang berasumsi bahwa tidak hanya mantan terpidana 
dalam kasus pidana berat misal korupsi dan narkotika. Akan 
tetapi tindak pidana yang masuk dalam kualifikasi culva levis juga 
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harusnya memiliki perlakuan yang sama yaitu tidak dapat 
mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. 
Polemik ini mengemuka pada saat hasil rapat antara DPR dan 
KPU menghasilkan peraturan yang membolehkan orang 
berstatus percoban mencalonkan kepala daerah. Alasan 
utamanya adalah orang menjalani hukuman percobaan 
mayoritas pelaku tindak pidana ringan, dan terjadi atas 
ketidaksengajaan atau kealpaan. Banyak kalangan yang 
berpendapat bahwa DPR tidak melihat makna yang disandang 
oleh mantan terpidana menjalani pidana percobaan jika merujuk 
pada Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam penjelasan Pasal 7 ayat 
2 huruf g jelas mengatakan frasa ”mantan terpidana-lah yang bisa 
dinyatakan memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. 

Berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,  yakni berkaitan 
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf (g) PKPU 
yang menegaskan bahwa adanya keharusan dalam menyeleksi 
calon anggota legislatif tidak menyertakan mantan terpidana 
bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatn 
korupsi. Ketentuan ini memberikan larangan bagi mantan 
terpidana kasus korupsi, bandar narkotika dan kasus kejahatan 
seksual terhadap anak menjadi bakal calon di pemilu legislatif 
tersebut, memicu perdebatan di masyarakat. Tindakan yang 
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan 
yurisdiksi tersebut dinilai sanata baik dan patut diapresiasi demi 
menciptakan parlemen yang bersih dari korupsi, narkotika dan 
pedofilia.  

Namun banyak kalangan yang mempersoalkan aturan 
tersebut yang harus diundangkan dengan dukungan landasan 
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yuridis yang kuat. 95 Dari sisi yang mendukung PKPU 
menegaskan bahwa sebagai lembaga pemilu KPU memiliki sifat  
nasional tetap, dan independen sebagaimana bunyi dari Pasal 22 
huruf e ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dilanjutkan dalam Undang-undang 
No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu.96 Jika dilihat 
dari perspektif Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak 
melakukan apapun, namun wajib memperhatikan Hak Asasi 
Manusia yang juga tidak boleh dilanggar, di mana hak seseorang 
dibatasi hak asasi manusia orang lain. Kejahatan korupsi, 
narkotika dan kejahatan seksual masuk dalam kategori  extra 
ordinary crime yang secara jelas merugikan negara dan 
masyarakat. Tentunya hal ini diperlukan langkah konkret oleh 
negara dalam melindungi menjamin dan menghormati Hak Asasi 
Manusia  vulnerable groups.97 Dalam mencermati Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 
240 ayat (1) huruf g khususnya terkait dengan seorang mantan 
narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima 
tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang 
bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai 
narapidana kepada publik.98 

Terkait mantan terpidana percobaan yang dibatasi hak 
pilihnya dalam pemilihan kepala daerah, penulis sedikit 
menguraikan bagaimana pergerakan koalisi Lembaga Swadaya 

 
95 Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto,”Kepastian 

Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, 
Nomor 3, November 2018, hlm 836.  

96  Ayudia Pratidina dan Tomy Michael, “Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung”, Mimbar Keadilan, Volume 12, Nomor 
1, Februari-Juli 2019, h. 36.  

97  Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan 
Narapidana : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundangan-undangan. Jurnal Konstitusi, 
Vol. 17 Nomor 2, Juni 2020. Hlm 461. 

98 Ibid. 
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Masyarakat yang mempersoalkan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) langsung. Pada dasarnya aturan ini pencalonan 
calon kepala daerah yang sedang berstatus terpidana percobaan 
dan tidak menjalani hukuman pidana penjara boleh mengikuti 
Pilkada Serentak 2017 saat itu. Koalisi LSM beralasan Pasal 4 ayat 
(1) huruf Peraturan KPU No.  Mengalami inkonsistensi terhadap 
dua aturan tersebut.  Banyak kalangan yang menilai 
bahwasannya eksistensi keberadaan narapidana dan mantan 
terpidana seolah-olah dicampur adukan oleh KPU dan Komisi II 
DPR RI terkait diperbolehkannya terpidana percobaan dan 
mantan terpidana mengikuti kontestasi pilkada.  

Penulis coba ilustrasikan pencalonan mantan terpidana 
dalam proses pencalonan pasangan calon Gubernur Gorontalo 
petahana, yang saat itu berstatus terpidana percobaan mengikuti 
Pilkada Serentak 2017 yang diikuti 101 daerah. Secara singkat alur 
dari proses terjadi tindak pidana pencemaran nama baik ini, 
diawali penetapan sebagai tersangka pada 2015. Rusli Habibie 
dilaporkan oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri yang kini 
menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pol) 
Budi Waseso karena mengadukan fitnah dan mencemarkan nama 
baik. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 
98/Pid.B/2015/PN.GTO tanggal 19 Oktober 2015 : Rusli divonis 
8 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana “mengadu secara fitnah kepada penguasa” (Pasal 317 
KUHP). Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 
65/PID/2015/PT tanggal 24 November 2015 : Hukuman Rusli 
“dikorting” menjadi 5 bulan penjara. Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 348 K/PID/2016 tanggal 21 Juli 2016 : Memperbaiki 
putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo menjadi hukuman 1 tahun 
penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.   
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Meskipun menyandang status tersangka, terdakwa, dan 
terpidana, para calon kepala daerah terpilih ini tetap harus 
dilantik sesuai dengan amanat Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang 
Pilkada, pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur dilakukan berdasarkan penetapan KPU 
Provinsi yang disampaikan DPRD kepada Presiden melalui 
Menteri. Sementara, pengesahan pengangkatan pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, 
sesuai Pasal 160 ayat (3) UU Pilkada dilakukan berdasarkan 
penetapan KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan DPRD 
Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur.  

Proses pengesahan pengangkatan pasangan calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden 
dalam waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal usul dan 
berkas diterima secara lengkap. Begitu juga dengan pengesahan 
pengangkatan calon Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil 
Walikota yang dilakukan oleh Menteri. Apabila DPRD Provinsi 
tidak kunjung menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan 
dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak KPU menyampaikan 
penetapan pasangan calon kepala daerah, sesuai Pasal 160A UU 
Pilkada, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan 
pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.  

Dalam hal terjadi di tingkat Kabupaten/Kota, Menteri 
berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan pengangkatan 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota. Jika Gubernur tidak menyampaikan usulan, 
Menteri tetap dapat mengesahkan pengangkatan berdasarkan 
usulan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. 

Sebagaimana ketentuan UU Pilkada, pelantikan 
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan 
Wakil Walikota dilakukan secara serentak. Gubernur dan Wakil 
Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara, sedangkan 
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Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dilakukan 
oleh Gubernur di ibu kota Provinsi. Secara khusus, tata cara 
pelantikan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota. Namun, Perpres ini tidak mengatur bagaimana jika 
kepala daerah berada di rumah tahanan atau lembaga 
pemasyarakatan. Praktik-praktik sebelumnya pun berbeda-beda. 
Ada yang dibon atau dikeluarkan sementara dari dalam tahanan 
untuk dilantik, ada juga yang dilantik di dalam tahanan. 

Dalam proses permohonan Judicial Review MK, 99  ia 
menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada 
dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang dimaknai tidak 
pernah sebagai terpidana yang ancaman hukumannya minimal 5 
tahun. Atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 
mantan terpidana. 

Penulis berpendapat, jika merujuk norma yang diuji 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah serta merta 
menghukum dan membatasi hak seseorang yang dapat saja 
dipidana dengan motivasi persaingan politik semata dan 
bernuansa “kriminalisasi”. Padahal, seseorang hanya bisa 
dihukum untuk dilarang mencalonkan diri atau dipilih jika hak 
pilihnya dicabut dengan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. Jika aturan Pasal 7 ayat (2) huruf  g 
Undang-undang 10 Tahun 2016 diberlakukan menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon.  

Melalui pengujian tersebut, calon petahana Gubernur 
Gorontalo tersebut menilai bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 
Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang dimaknai 
tidak pernah sebagai terpidana yang ancaman hukumannya 

 
99 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016.  
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minimal 5 tahun. Atau bagi mantan terpidana yang telah secara 
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana.  

Jika telusuri dalam konteks demokrasi indonesia, persoalan 
pencalonan mantan terpidana atau terpidana dalam pemilihan 
kepala daerah selalu membayangi perjalanan demokrasi 
langsung. Jika dilihat dari sejumlah kasus yang ada baik mantan 
terpidana korupsi dalam terpidana lainnya (culpa levis) yang 
membelit para kepala daerah itu sendiri dengan sisi gelap 
demokrasi semisal korupsi politik dan pemilu itu sendiri. Perlu 
pengakuan bahwa desentralisasi telah tumbuh dalam dua dekade 
terakhir sebagai salah satu topik yang penting dalam kebijakan 
dan teori. Menurut pandangan Vedi Hafiz dikarenakan topik 
tersebut “ understood as the transfer of political, fiscal and 
administrative powers to subnational governments”. Lebih lanjut 
bahwa “The relationship between decentralization and democracy is, in 
any case, problematic at best” (Hubungan antara desentralisasi dan 
demokrasi, bagaimanapun, paling bermasalah").100 

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah 
memperlihatkan betapa dominannya partai politik dalam proses 
pencalonan pilkada. Calon yang berasal dari perseorangan 
dipersulit bahkan tidak mendapat tempat. Dengan calon yang 
lebih banyak ditentukan oleh partai politik itu, kerangka 
kelembagaan dalam pilkada bisa dikatakan menggunakan “party 
system”. Dikatakan “party system” karena semua orang yang ingin 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus melalui partai 
politik.101 Dalam prosesnya dinamika pemilihan kepala daerah 
(demokrasi lokal) di Indonesia marak melakukannya praktik 

 
100   Vedi R Hadiz, Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-

Institutionalist Perspectives, Institute of Social Studies 2004: Blackwell Publishing, 2004, hlm 
697.  

101  Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 185.  
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korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah. Praktek ini 
terjadi dalam dua sisi. Pertama, sisi penerimaan yang berkaitan 
dengan aspek pengumpulan modal pemenangan. Pihak yang 
yang terlibat adalah kandidat, partai dan pihak ketiga, terutama 
pengusaha dan badan usaha. Bentuknya berupa sumbangan 
illegal (illegal donation) dan penggunaan sumber daya atau 
sumber dana negara.102Kedua, sisi belanja dan pengeluaran yang 
berkaitan dengan pemenangan. Praktik tersebut dilakukan oleh 
kandidat, partai dan tim sukses dengan pemilih atau 
penyelenggara pemilu seperti KPUD dan Panwas. Bentuk yang 
paling umum digunakan adalah politik uang (money politics).103 

Determinasi politik uang dalam dinamika politik pemilu 
dan pemilukada merupakan hal yang tidak dapat dipidanakan. 
Adanya klientelisme elektoral juga mencakup sikap politik 
(political attitudes) yang terdiri dari berbagai komponen yang 
mempengaruhi bahwa pemilih yang tidak merasa dekat dengan 
partai tertentu atau pemilih yang mengambang cenderung 
menerima imbalan material. Efikasi politik juga merupakan 
komponen sikap politik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa 
transaksi klientelistik menunjukkan efikasi warga yang rendah 
atau ekspresi keterasingan politik. Demikian pula, studi 
sebelumnya menunjukkan bahwa pemilih yang kurang informasi 
politik cenderung menjadi target pembelian suara. Literatur juga 
menunjukkan bahwa pemilih dengan minat politik yang rendah 
lebih rentan terhadap politik uang.  

Bersamaan dengan kepercayaan politik, muncul juga 
asumsi bahwa pemilih yang memiliki political trust yang rendah 
terhadap lembaga politik cenderung permisif terhadap politik 
uang. Selain itu, sejumlah penelitian tentang klientelisme 

 
102 Ade Irawan, et,al. Korupsi Pemilukada, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.2013, 

hlm 80.  
103 Ibid, hlm 80 
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elektoral menyatakan bahwa mengambil bagian dalam pemilihan 
umum meningkatkan kemungkinan terpapar politik uang.104 

 
B. Dasar Pertimbangan Mantan Terpidana dalam Pemenuhan Hak 

Politik Pasca Reformasi 
Pembatasan hak mantan terpidana dalam kontestasi 

Kepala Daerah menjadi perdebatan di kalangan angan akademisi 
dan politisi. Pintu masuk untuk melakukan hal tersebut dimulai 
dengan cara memperketat syarat untuk dapat dicalonkan 
menjadi calon kepala daerah hingga masuk dalam pengajuan 
judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusan. 
Meskipun mekanisme pencalonan tidak hanya dapat diserahkan 
sepenuhnya kepada partai politik, namun gagasan ini 
menyisakan pertanyaan, dapatkah hak politik seseorang 
dibatasi? 

Penting untuk dipahami bahwa proses penyelenggaraan 
pemilu sangat terkait dengan persoalan Hak Asasi Manusia. Pada 
sisi lainnya, pemilu yang demokratis hanya mungkin 
diselenggarakan jika ada perlindungan HAM dengan jaminan 
hak-hak politik antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan 
mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, 
hak persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan, serta hak 
pilih. Bab ini penulis akan menjelaskan judicial review Mahkamah 
Konstitusi berkaitan dengan pencolanan mantan terpidana. 
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Implikasi dari masing-
masing Putusan Mahkamah Konstisusi. 

 
 

 
104 Burhanudin Muhtadi, Votes For Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, Dan Institusi. 

Pidato Guru Besar Fisip, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu, 29 November 2023, hlm 
11-12. 
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1. Dinamika Hak Dipilih dalam Pencalonan Mantan terpidana di 
Pemilukada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan 
salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh 
Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-
Undang Dasar 1945. Hak memilih dan dipilih tidak boleh 
seorangpun untuk merusak, menghapus, bahkan mengurangi 
kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan 
memilih seseorang dihapuskan, dikurangi, atau dibatasi karena 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019, 
Mahkamah menilai calon kepala daerah yang pernah menjalani 
hukuman pidana, namun tidak diberi waktu cukup untuk 
beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata 
(bisa) terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji. Tak sedikit 
mereka mengulang kembali tindak pidana yang sama, dalam hal 
ini tindak pidana korupsi. Hal ini berakibatkan semakin jauh dari 
tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan 
berintegritas. 

Mahkamah melanjutkan syarat calon kepala daerah/wakil 
kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang 
Pilkada ini terdapat dua kepentingan konstitusional yang 
keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan membangun 
demokrasi yang sehat. Dua kepentingan ini yaitu kepentingan 
hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan 
publik dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk 
mendapatkan calon pemimpin berintegritas, yang diharapkan 
mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas 
pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan yang dijanjikan 
oleh demokrasi dan dilindungi konstitusi. Dalam proses 
demokrasi, Mahkamah berpendapat, sebelum mendahulukan 
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sosok yang dipilih rakyat melalui suara terbanyak, terdapat 
esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan terkait 
kualifikasi sosok yang berkompetisi. Dalam konteks inilah rule of 
law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak 
bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy sebagaimana sejak 
masa Yunani Purba telah dikhawatirkan oleh Polybius.105  

Terkait dalil Pemohon mengenai masa tunggu, Mahkamah 
tetap berpegang pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, 
Mahkamah berpendapat masa tunggu harus diberlakukan 
kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri 
sebagai calon kepala daerah. Begitu pula mengenai lamanya 
tenggat waktu, Mahkamah tetap konsisten merujuk Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon 
kepala daerah telah selesai menjalani masa pidana diharuskan 
menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan 
diri menjadi calon kepala daerah.106 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
VII/2009, Mahkamah berpendapat dipilihnya jangka waktu 5 
(lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima 
tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik 
Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Argumentasi Mahkamah ini sekaligus penegasan, bahwa 
Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang 
memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan 
terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf g selengkapnya 
berbunyi: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 

 
105 Lihat Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, hlm.62  
106 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. 
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putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap 
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak 
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda 
dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, 
telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan 
terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan 
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.107 

Pada akhirnya poin dari Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang membolehkan mantan 
narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena 
calon kepala daerah tidak disyaratkan tidak pernah melakukan 
tindak pidana tertentu. 

Putusan MK memiliki implikasi bahwa seorang mantan 
narapidana boleh menjadi pejabat publik selama jabatan yang 
ingin ia duduki tergolong jabatan yang dipilih oleh rakyat (elected 
official). Jika dua poin syarat sebelumnya yang mengenai syarat 
dari sisi subjek pemangku jabatan, maka jabatan yang ia duduki 
haruslah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan proses 
pemilihan.  

Jabatan yang dipilih oleh rakyat adalah jabatan elected 
official atau jabatan yang dipilih secara sederhana yang 
merupakan jabatan publik yang tatacara pengisian jabatan 
tersebut secara langsung maupun tidak langsung (melalui 
perwakilan) memerlukan partisipasi atau dukungan dari rakyat. 

 
107 Ibid. 
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Jabatan-jabatan yang dipilih rakyat ini secara sederhana bisa 
dilihat dalam proses pemilu dan pemilukada. Untuk menjadi 
kepala daerah, harus melalui mekanisme pemilihan yang dipilih 
oleh rakyat. Sehingga kepala daerah adalah jabatan publik yang 
merupakan elected official.108 

Jabatan kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati 
dan Walikota beserta masing-masing wakilnya adalah termasuk 
kedalam jabatan yang dipilih (elected official). Hal ini terlihat 
dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: Gubernur, 
Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, 
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dengan demikian 
bahwa konsepsi tersebut, berdasarkan Putusan MK Nomor 
4/PUU-VII/2009 maka Pasal 58 huruf f dikecualikan bagi jabatan 
yang dipilih, salah satunya termasuk jabatan kepala daerah. 
Karena itu bagi mantan narapidana yang memenuhi syarat 
pertama dan kedua di atas (culpa levis  atau tindak pidana politik), 
jabatan publik yang pasti sudah bisa di ikuti adalah jabatan 
publik yang dipilih, salah satunya kepala daerah. 

 
2. Dasar Pertimbangan Mantan Terpidana dalam Pemenuhan Hak 

Politik Pasca Reformasi 
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tentu dibutuhkan 

calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh 
partai politik maupun yang maju secara independen yang benar-
benar berkualitas, kompeten sebagai seorang pemimpin. 
Konstitusi Republik Indonesia mengamanatkan setiap warga  
mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan di 
pemerintahan, hal itu mengisyaratkan bahwa setiap warga 
negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam 
pemilihan umum. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, 
maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara 

 
108 Lihat Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007. 
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yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara 
lainnya. Namun, dalam kenyataannya tidak sebagaimana yang 
diamanatkan oleh konstitusi, ada pembatasan-pembatasan yang 
dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam bab ini 
penulis akan menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan 
mantan narapidana dalam pemenuhan hak politik pasca 
reformasi serta batasan hak politiknya.  

a. Justifikasi Pencalonan Mantan Terpidana dalam Perspektif  
Hak Asasi Manusia 

Hak untuk dipilih dalam pemilihan umum merupakan 
hak yang dijamin dalam konstitusi (UUD NRI 1945), 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 huruf D yang 
berbunyi: “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan”. Ketentuan dalam Pasal 28 huruf 
D UUD NRI 1945 tersebut dalam pelaksanaanya dinegasikan 
oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilu 
dan pemilukada, yang mensyaratkan bahwa calon gubernur, 
bupati, walikota, tidak pernah mendapatkan hukuman 
dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 huruf g yang menyatakan sebagai 
berikut: 

“…Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon 
Gubernur, Calon Bupati, Calon Wali Kota adalah yang 
memenuhi syarat diantaranya; (g). tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih..”. 
 

Proporsi hak politik dalam bingkai HAM di Indonesia 
tidak hanya diatur dalam konstitusi namun dimuat juga 
dalam beberapa peraturan lainnnya misalnya Pasal 23 ayat (1) 
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UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bilamana merujuk pada 
pasal tersebut, maka terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu 
hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan 
keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh 
keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa mana, hak atas 
kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak 
wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar 
keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi. 
Selanjutnya hak politik seorang warga negara dipertegas 
dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya, UU No. 
39 Tahun 1999 tentang HAM bilamana dikaitkan dengan 
adanya pencabutan hak politik (hilangnya hak untuk memilih 
dan dipilih) dinilai tidak tepat.109 

Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 8 
tahun 2012 yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum, ketiga peraturan-undangan 
tersebut menunjukkan, bahwa tanpa dicabut atau adanya 
pelarangan penggunaan hak politik seorang warga negara 
pun sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dipilih dan 
memilih. Jadi, hak politik yang dimiliki warga negara tidak 
mesti dicabut, dibatasi atau dilarang bilamana seorang warga 
negara telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. 
Sesungguhnya hak pilih merupakan hak yang bersifat 
universal yang tak dapat dikurangi (underogable of right).110 

Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk 
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan 

 
109 Yana Sahyana, Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Jurnal Konstituen  Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, hlm 
75.   

110 Sarah Birch, Full Participation A Comparative Study of Compulsory Voting, Tokyo, New 
York, Paris: United Nation University Press, 2009, hlm. 79 (Dalam Tulisan Muh. Sabaruddin 
Sinapoy. Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia) hlm. 289 
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kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak 
seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak asasinya. 
Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 
seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh 
seorang mantan narapidana Pasal 7 huruf g di atas kemudian 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya 
Nomor. 42/PUU-XIII/2015 yang memberikan hak bagi 
mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon 
kepala daerah, baik calon Gubernur, Bupati atau Walikota. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, 
kemudian dibuat perubahan Undang-undang Pemilu yang 
menyangkut masalah hak mantan narapidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 7 
Tahun 2017 menyatakan bahwa: “mantan narapidana yang 
telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, 
boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan 
mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada 
publik”. 

 Pada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
membuat Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) 
yang menyatakan bahwa “Dalam seleksi bakal calon secara 
demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, 
kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Larangan 
yang tertuang dalam peraturan KPU tersebut di satu sisi 
sebagai upaya preventif dalam pemberantasan korupsi. 
Namun pada sisi yang yang lain peraturan KPU tersebut 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh 
konstitusi, yakni setiap orang mempunya hak untuk memilih 
dan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, pembatalan 
pasal tersebut yang dilakukan oleh MA karena juga dinilai 
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bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) huruf g Undang-
undang No. 7 Tahun 2017. 

Selain diatur dalam konstitusi hak asasi manusia 
sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia 
dilahirkan, 111  juga diatur secara khusus dalam Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian yang jelas mengenai 
hak asasi manusia sebagai “hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia”.112 

Pada dasarnya, hak politik setiap orang untuk 
berpartisipasi dalam pemilihan umum dijamin oleh konstitusi 
dan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali hak 
mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam 
pemilihan umum. Pengaturan mengenai hak politik mantan 
terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan 
umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang. 

Dalam Pasal 7 huruf g mengatur bahwa salah satu syarat 
untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, Wakil 
Gubernur, Calon Bupati, Wakil Bupati, Calon Walikota atau 
Wakil Walikota adalah; “tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

 
111 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

2011, hlm. 167 
112 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. 
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;” 
Pasal 7 huruf g di atas yang mensyaratkan calon gubernur, 
bupati, walikota tidak pernah mendapatkan hukuman penjara 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman 5 tahun penjara merupakan norma yang membatasi 
mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri baik 
sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, 
walikota atau wakil wali kota. Kemudian Pasal tersebut diuji 
materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi oleh Jumanto 
dan Fathor Rosyid. Putusan MK mengabulkan sebagian 
gugatan dari Jumanto dan Fathor Rosyid, sehingga Pasal 7 
Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan tidak 
berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Menurut Philip Mawhood dan J.A. Chandler dalam 
Suharizal, 113  pemerintah local memiliki potensi dalam 
mewujudkan demokratisasi karena proses desentralisasi 
mensyaratkan adanya tingkat responsivitas, keterwakilan dan 
akuntabilitas yang lebih besar. Dalam kaitannya dengan 
pemilihan kepala daerah mengutip pendapat Allan R.Ball, 
pemilu dan demokrasi berkaitan erat dalam substansi 
maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata 
demokrasi dalam praktek bernegara masa kini karena menjadi 
sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya 
atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat 

 
113 Suharizal, Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang, Jakarta: Rajagrafindo, 

2011, hlm. 175 
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diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk 
menentukan siapa-siapa yang harus menjalankan 
pemerintahan khususnya di daerah. 

Penghapusan kewenangan kepala daerah pada proses 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam 
undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan 
kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi alasan 
pemilihan kepala daerah secara langsung, sebagaimana yang 
tertuang pada undang-undang No. 32 Tahun 2004 bagian 
penjelasan sub angka 4 yaitu: kepala daerah adalah kepala 
pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan 
secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut dengan 
mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut 
undang-undang No 22 tahun 2003 tentang susunan dan 
kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan antara 
lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk 
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka 
pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini 
dilakukan oleh rakyat secara langsung.  

Legitimasi mantan narapidana korupsi mencuat ke 
permukaan ketika turut serta dalam pemilihan umum. Calon 
legislatif harus memiliki rekam jejak yang baik dan bereputasi. 
Permasalahan muncul ketika caleg yang memiliki track record 
buruk (tersandung perkara korupsi) menjadikan penilaian 
tidak layak menduduki jabatan Akibatnya KPU melarang 
mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif.  

Pengabulan permohonan tentang keberatan hak uji 
materiil sebatas frasa “mantan terpidana korupsi” di Pasal 4 
ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum. Sehingga sifat konstitusional muncul ketika MK 
menganggap peraturan PKPU bertentangan dengan 
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pembentuk peraturan perudang-undangan diatasnya, yaitu 
undang-undang Pemilu juncto Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Namun pada sisi lain, negara hadir untuk 
mencegah praktek korupsi, karena dampaknya yang luar 
biasa, korupsi pun sudah dikategorikan sebagai extra ordinary 
crime. 

Bahkan negara selalu melakukan inovasi dalam 
menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Mulai dari pendekatan 
budaya, sosial, hingga pendidikan. Namun usaha tersebut 
lagi-lagi terbentur akibat hukum yang masih tumpang tindih. 
Langkah progresif dilakukan KPU merupakan upaya 
pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan 
pemerintah yang bersih melalui pemilihan legislatif (PKPU 
Nomor 20 Tahun 2018). Permasalah yang diangkat menjadi 
point utama dan dituangkan pada Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum adalah larangan koruptor tampil dalam 
pemilu. Larangan itu tertulis di Pasal 7 ayat (1) huruf (h): 
“Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual 
terhadap anak, atau korupsi” begitu bunyinya.114 

Kegaduhan dikalangan masyarakat bukan berarti tidak 
mendukung langkah KPU, namun dianggap melanggar 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum sehingga terjadi penolakan. Serta 
bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 1945. 
Penyebabnya adalah mantan narapidana kasus korupsi adalah 
warga Negara Negara Indonesia yang juga harus dianggap 
mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang 
lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. 

 
114 Muhammad Jufri, “ Konstitusional Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Pengawasan Pemilu, 2020, hlm 51. 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya 
disebut UU P3) mengatur perihal hierarki peraturan 
perundang-undangan, yang ditegaskan melalui ketentuan 
Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.115 

Adapun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU P3 tersebut 
diklasifikasi sebagai peraturan perundang-undangan di 
dalam hierarki yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, 
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ditegaskan dalam 
ketentuan Pasal 7 ayat (2) bahwa peraturan perundang-
undangan di dalam hierarki pada ayat (1) tersebut memiliki 
kekuatan hukum sesuai dengan hierarki dan sesuai dengan 
materi muatannya43 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 
hingga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU P3, peraturan 
perundang-undangan yang diatur pada pasal ini lazimnya 
diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan di 
luar hierarki44 berupa peraturan yang ditetapkan oleh MPR, 
DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, 
atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, 
DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 
Kepala Desa atau yang setingkat. Adapun peraturan 
perundang-undangan dalam klasifikasi ini sebagaimana 

 
115Retno Saraswati,“Problematika Hukum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Yustisia, Volume 2, Nomor 3, September-
Desember 2013, hlm  99-100. 
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ketentuan Pasal 8 ayat (2) atau tepatnya untuk dapat diakui 
keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat 
sebagai peraturan perundang-undangan disyaratkan 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keberadaan 
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian dinyatakan 
bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan 
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, salah satunya oleh Majelis Hakim didasari oleh 
pertimbangan bahwa hak untuk memilih maupun hak untuk 
dipilih adalah hak politik yang merupakan hak dasar yang 
dijamin dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, 
International Covenant on Civil and Political Rights, serta 
ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi 
Manusia, HAM.  

Adapun dengan pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 
2018 yang secara filosofis dan sosiologis tepat dalam rangka 
memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, namun dalam 
perspektif hak asasi manusia, tampaknya pengaturan ke 
dalam PKPU tersebut tidaklah tepat, mengingat hal tersebut 
telah mengingkari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi 
melalui sejumlah putusannya baik dari PUMK 14-17/PUU-
V/2007, PUMK 4/PUU-VII/2009 serta PUMK 42/PUU-
XIII/2015 yang sejatinya telah menegaskan adanya ruang bagi 
mantan terpidana untuk dapat turut serta berpartisipasi 
dalam kontestasi politik. 116  Namun, dengan sejumlah 
persyaratan yang harus dipenuhi yakni perkecualian bukan 
termasuk tindak pidana culpa levis ataupun kejahatan politik. 

 
116 Novianti,”Implikasi Hukum Putusan MA terhadap Uji Materi Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018”, Info Singkat Bidang Hukum Kajian Singkat terhadap Isu 
Aktual dan Strategis, X(18/II/Puslit/September/2018), September 2018, h. 3-4. 
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Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga memberi 
ketegasan syarat yakni inkonstitusional bersyarat117 sepanjang 
tidak memenuhi tidak berlaku bagi jabatan publik yang 
dipilih, berlaku terbatas jangka waktunya 5 (lima) tahun sejak 
terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi 
mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur menyatakan 
pada publik sebagai seorang mantan narapidana, serta bukan 
seorang residivis. 

Adanya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 telah sejalan 
dengan undang-undang terkait dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang selanjutnya ditegaskan melalui PKPU Nomor 
31 Tahun 2018 dan menyebabkan peningkatan jumlah calon 
anggota legislatif. Dari awalnya melalui PKPU Nomor 20 
Tahun 2018 pada masa pendaftaran bakal calon legislatif, 38 
orang mantan narapidana korupsi telah terdaftar namun 
dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan 
Umum akibat konsekuensi yuridis Pasal 4 ayat (3) PKPU 
Nomor 20 Tahun 2018.118 Kemudian, setelah keluarnya PKPU 
Nomor 31 Tahun 2018, terjadi peningkatan dengan 40 orang 
calon anggota legislatif yang terdiri atas 16 calon di tingkat 

 
117  Noer Sida,”Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan”, 

Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Volume 34, Nomor 2, Desember 2018, h. 260. 
118 Adapun pada saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif saat diberlakukannya 

PKPU Nomor 20 Tahun 2018, terdapat 38 bakal calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh 
13 dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, yang terdiri dari 6 orang dari Partai Gerindra, 
5 orang dari Partai Hanura, 4 orang dari Partai Berkarya, 4 orang dari Partai Amanat 
Nasional, 4 orang dari Partai Demokrat, 4 orang dari Partai Golkar, 2 orang dari Partai 
Nasdem, 2 orang dari Partai Garuda, 2 orang dari Partai Perindo, 2 orang dari PKPI, 1 orang 
dari PKS, 1 orang dari PBB dan 1 orang dari PDI-P. Namun PSI, PKB dan PPP tidak 
mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif. 
Simak dalam Fitria Chusna Farisa, 2019,”38 Caleg Mantan Napi Korupsi diloloskan 
Bawaslu, Berikut Daftarnya”, URL: 
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38caleg-mantan-napi-korupsi-
diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all, diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 22.28 
WITA, hlm 1. 
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DPRD Provinsi dan 24 calon di tingkat DPRD Kabupaten/ 
Kota.119 

Berdasarkan argumentasi diatas penulis dapat 
simpulkan bahwa Pada prinsipnya dunia mengakui dan 
menjaminnya berlangsungnya hak asasi manusia (HAM). 
Demikian juga dengan negara kesatuan Indonesia yang 
menempatkan HAM dalam Bab tersendiri dalam Konstitusi 
yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 
setiap warga negara punya kedudukan dan hak sama untuk 
memperoleh kesempatan dalam pemerintahan serta berhak 
untuk turut serta dalam pemilihan umum, sehingga 
keberadaan hak yang melekat pada setiap warga negara tidak 
dapat dibatasi dengan peraturan dibawah uu melainkan harus 
dengan konstitusi. Namun demikian, upaya untuk menutup 
ruang terhadap calon anggota legislatif dengan latar belakang 
mantan terpidana khususnya yang menyangkut jenis pidana  
culpa levis, dengan cara pemilih dalam hal ini masyarakat 
melakukan kampanye dan bersama-sama untuk tidak 
memberikan suaranya kepada calon yang notabene mantan 
pelaku tindak pidana. 

 
b. Batasan Hak dalam Politik Mantan Terpidana sebagai 

Derogable Right  
Perkembangan lahirnya Deklarasi Hak-hak asasi 

manusia dan warga negara (declaration of the rights on f man and 
of the citizen) di Perancis pada tanggal 4 agustus 1789 yang 
menitikberatkan kepada lima hak asasi, yaitu: pemilikan harta 
(propiete), kebebasan (liberte), persamaan (egalite), keamanan 
(scurite) dan perlawanan terhadap penindasan (resistence al 

 
119  Adapun pada saat pendaftaran bakal calon anggota legislatif setelah 

diberlakukannya PKPU Nomor 31 Tahun 2018, terdapat 40 bakal calon anggota legislatif 
yang dicalonkan oleh 10 dari 16 partai politik yang terdiri atas 8 orang dari Partai Golkar, 6 
orang dari Partai Gerindra, 5  
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oppression). Adalah hak seorang warga negara merupakan 
kehadiran kewajiban di pihak negara yang direpresentasikan 
oleh penyelenggara negara, maka menjadi jelaslah bahwa 
negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga 
negaranya. Melihat ruang lingkup konsepsi politik dapat 
dipahami sebagai segala kegiatan yang menyangkut kegiatan-
kegiatan pokok politik menyangkut: 120  (1) Negara; (2) 
kekuasaan (power); (3) pengambilan keputusan 
(decisionmaking); (4) kebijakan (policy); (5) pembagian 
(distribution) atau alokasi (allocation).  

Berangkat dari konsepsi tersebut, dapat dipahami 
secara sederhana bahwa hak politik dapat diartikan sebagai 
segala sesuatu hal yang menyangkut politik yang dapat 
dituntut oleh warga negara kepada negara untuk memenuhi 
hak setiap warga negaranya. Maka hak dalam konteks hak 
politik adalah menyangkut segala bidang politik yang menjadi 
hak setiap warga negara dimana negara wajib hadir untuk 
memenuhinya. 

Pada era negara hukum modern, komitmen 
perlindungan hak politik selaku hak asasi manusia itu muncul 
dalam dua instrumen hukum yakni instrumen hukum 
internasional dan instrumen hukum nasional. Secara 
internasional perlindungan hak asasi manusia muncul dalam 
bentuk perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-
negara yang telah meratifikasi secara sukarela. Sementara 
secara nasional, perlindungan hak asasi manusia itu muncul 
dalam dokumen hukum positif negara yang bersangkutan, 
baik dituangkan dalam konstitusi tertulis maupun dalam 
undang-undang yang lebih khusus. 

Secara internasional, hak sipil dan politik dilindungi 
oleh instrumen hak asasi manusia yang muncul dalam bentuk 

 
120 Mirim Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1998. hlm. 8 
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perjanjian internasional. Instrument itu antara lain: (1) 
pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia (Universal 
Declaration of Human Right); (2) kovenan internasional hak –
hak sipil dan politik (Internasional Covenant on Civil and Political 
Rights); (3) Kovenan Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Covenant on 
the Elimination of All Format of Racial Discrimination); (4) 
Kovenan tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan (International Covenant on the Elimination 
of Discrimination Against Women); (5) Konvensi tentang Hak 
Politik Kaum Perempuan (International Covenant on the Political 
Rights of Women).121 

Dari segi jaminan hak politik warga negara dalam 
hukum Nasional berada pada aturan tertinggi yaitu konstitusi 
Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
Sejarah perlindungan hak politik warga negara di Indonesia 
mengalami pasang surut sejak orde lama, orde baru dan 
kembali bangkit saat ini memasuki era reformasi. 
Perlindungan hak politik tersebut ada dalam UUD 1945 pasca 
amandemen yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, 
Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3)  diantara dasar 
sebagaimana yang disebutkan diatas, Pasal 27 ayat (1) 
menyatakan bahwa:  

Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  
 

Bunyi Pasal 27 ayat (1) ini menegaskan bahwa segala 
warga dijamin kesetaraan kedudukannya dalam hukum dan 

 
121  Pingkan Gerungan, Perspektif Pemenuhan Hak Sipil Dan Politik Perempuan 

Dalam Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Lex Administratum,Vol. III/No.4/Juni/2015, hlm 
70.  
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pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Rumusan tersebut 
dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi mengakui prinsip 
equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan 
hukum. Implikasi yuridis dari pasal ini adalah tidak hanya 
menempatkan kedudukan warga negara dalam hak yang  
yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tetapi juga 
mengemban kewajiban yang setara untuk menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan sebaik-baiknya.122 

Pada dasarnya hak politik mantan terpidana memang 
merupakan topik yang kompleks dan kontroversial, terutama 
terkait apakah hak tersebut dapat dianggap sebagai hak yang 
dapat dikesampingkan (derogable right) atau tidak. Dalam 
kajian hak asasi manusia internasional, ada perdebatan 
apakah hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, 
termasuk hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan 
umum, adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tidak 
boleh dibatasi, atau apakah negara dapat membatasi hak 
tersebut dalam kondisi tertentu.  

 
C. Politik Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Dalam Pilkada 

Di Masa Mendatang 
1. Harmonisasi Pemenuhan Hak Dipilih Mantan terpidana 

dalam Pencalonan Kepada Daerah di Indonesia 
Harmonisasi dalam sistem pemilukada terhadap mantan 

terpidana adalah wujud satu perubahan yang dimaksudkan 
adalah agar setiap peraturan yang dibuat oleh KPU dapat bersifat 
menyeluruh dan komprehensif serta dapat digunakan sebagai 
rujukan detail tentang proses teknis pemilu untuk penyelenggara 
pemilu dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, 

 
122 Ridwan at all, Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan 

Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang, Jurnal Masalah-Masalah 
Hukum, Volume 51, Nomor 2, April 2022, hlm 174.  
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peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum mengikuti 
standar yang ditetapkan oleh undang-undang lainnya sepanjang 
hal tersebut berkaitan dengan tugas, wewenang, dan teknis 
penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Tentunya dalam 
menciptakan pemilu yang jujur dan adil, perspektif yang 
digunakan seharusnya bukan melalui pencegahan, melainkan 
melalui penegakan hukum.  

Permasalahan terjadi karena adanya ketidaksinkronisan 
antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum terhadap konstruksi electoral regulation, khususnya 
mengenai cara menghitung jeda waktu mantan terpidana untuk 
menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Dengan tidak adanya 
sinkronisasi antar lembaga penyelenggara pemilihan umum 
dalam mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
56/PUU-XVII/2019, maka dapat dikatakan bahwa kedua 
lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut belum 
memandang Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber 
hukum. Padahal, menurut pendapat Mertokusumo yang dikutip 
oleh Agustine, sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan 
mengikat merupakan yurisprudensi yang berlaku erga omnes.  

Dalam hal justifikasi pencalonan mantan terpidana 
mencalonkan diri dalam pemilukada, perlu adanya harmonisasi 
antar peraturan didalamnya. Penulis berpendapat bahwa 
terdapat dua model proses harmonisasi Peraturan KPU dengan 
peraturan lain. Model pertama adalah harmonisasi Peraturan 
KPU dengan peraturan induknya (UU nomor 7 tahun 2017) dan 
model kedua adalah harmonisasi Peraturan KPU dengan 
peraturan lain yang setara secara hierarkis. 

Pertama, ketidaksesuaian antara Peraturan KPU dan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terdapat "Bentrokan" 
antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU 
20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah contoh kasus 
yang paling menarik dalam hal ini. 

Peraturan KPU nomor 20 pasal 4 ayat (3), menyebabkan 
kontroversi di sini. Pasal ini melarang partai politik untuk 
memasukkan atau mencalonkan calon terpidana korupsi sebagai 
anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. 
Terlepas dari itu, Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya 
mencabut pasal tersebut dengan mengabulkan pemeriksaan 
hukum yang diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Wa Ode 
Nurhayati dalam putusan nomor 55P/HUM/2018, Jumanto 
dalam putusan nomor 46P/HUM/2018, dan Lucianty dalam 
Putusan nomor 30P/HUM/2018. 

Problemnya bukanlah dikeluarkannya pada putusan MA; 
sebaliknya, itu terjadi sebelum putusan MA dikeluarkan, 
terutama selama tahapan pengajuan dan verifikasi kandidat. 
Jadwal tahapan yang tercantum dalam PKPU tentang Tahapan 
dan Jadwal Pemilu 2019 menunjukkan bahwa putusan MA 
terkait masalah ini telah dikeluarkan pada tanggal 13 September 
2018 tetapi pada tanggal 14 September 2018. 

Sebelum putusan MA, atau tepatnya dari tahap pengajuan 
kandidat hingga verifikasi pengajuan kandidat pengganti DCS 
(daftar calon sementara), dapat terjadi perdebatan dan 
perselisihan bukan hanya antara KPU sebagai pelaksana teknis 
dengan peserta pemilu tetapi juga antara Bawaslu sebagai 
lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu. 
Perbedaan pendapat antara jajaran Bawaslu dan KPU di daerah 
dapat dilihat dari banyaknya putusan Bawaslu di daerah pada 
sidang sengketa proses pencalonan yang mengabulkan gugatan 
bakal calon yang merupakan mantan napi Terpidana Korupsi.123 

 
123 Kompas.com, Judul: Eks Koruptor di Loloskan Jadi Bakal Calon, Ini penejalasan 

Keta Bawaslu,  31 Agustus 2018. 
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Beberapa pihak menentang keputusan jajaran bawaslu di 
daerah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki 
wewenang untuk memutuskan apakah Peraturan KPU 
bertentangan dengan undang-undang atau tidak, dan mereka 
bahkan menolak pernyataan pemohon bahwa itu bertentangan 
dengan undang-undang. Sesuai dengan pasal 93 huruf K 
Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, 
tugas Bawaslu seharusnya lebih fokus pada proses memeriksa 
apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan KPU sebagai 
koridor hukum penyelenggaraan tahapan pemilihan 
dilaksanakan oleh KPU atau peserta pemilihan. Putusan MA 
mengenai peninjauan hukum Peraturan KPU yang dimaksud 
belum keluar, jadi PKPU tersebut tetap mengikat semua pihak. 

Kedua, peraturan KPU dan peraturan perundang-
undangan lainnya tidak selaras. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik 
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permendagri nomor 
18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa merupakan contoh kasus yang dapat 
dipelajari. Jika kita membandingkan kedua undang-undang 
tersebut, jelas bahwa PKPU nomor 6 tidak mengatur semua 
syarat untuk menjadi anggota partai politik. Ini terutama berlaku 
untuk masalah apakah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 
dapat menjadi anggota partai politik. 

Penulis berpendapat bahwa harmonisasi yang diperlukan 
dalam Pemenuhan Hak Dipilih Mantan terpidana Dalam 
Pencalonan Kepada Daerah Di Indonesia melalui mekanisme, 
Pertama Pengaturan yang Jelas dan Terperinci. Dalam hal ini legislasi 
dan regulasi yang mengatur hak dipilih mantan terpidana harus 

 
https://nasional.kompas.com/read/2018/08/31/15355851/eks-koruptor-diloloskan-jadi-
bakal-caleg-ini-penjelasan-ketua-bawaslu, akses 30 Juni 2023.  
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jelas dan terperinci, termasuk definisi dan kriteria yang tegas 
mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh mencalonkan diri. 
Kedua, Proses Verifikasi yang Transparan, yaitu Proses verifikasi 
calon harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk 
memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan 
prinsip hukum dan keadilan. Ketiga, Pengawasan Yudisial. 
Konsep ini ditujukan pada mantan terpidana harus memiliki hak 
untuk menantang pembatasan terhadap hak mereka di 
pengadilan. Pengadilan harus berperan dalam mengawasi 
implementasi pembatasan tersebut untuk memastikan bahwa 
prinsip proporsionalitas dan keadilan ditegakkan.  

Ketidaksepakatan antara Komisi Pemilihan Umum dan 
Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebabkan masalah 
administratif yang merugikan para calon kepala daerah, bahkan 
sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan 
perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun ketentuan yang 
menjadi landasan konstitusional pemilihan kepala daerah adalah 
Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945, yang diatur lebih 
lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang. 

 
2. Konsepsi Pemberian Hak dipilih Mantan Terpidana 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 
Legitimasi mantan narapidana korupsi mencuat ke 

permukaan ketika turut serta dalam pemilihan umum. Calon 
legislatif harus memiliki rekam jejak yang baik dan bereputasi. 
Permasalahan muncul ketika caleg yang memiliki track record 
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buruk (tersandung perkara korupsi) menjadikan penilaian tidak 
layak menduduki jabatan Akibatnya KPU melarang mantan 
narapidana korupsi sebagai calon legislatif.  

Pengabulan permohonan tentang keberatan hak uji materiil 
sebatas frasa “mantan terpidana korupsi” di Pasal 4 ayat (3) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga sifat 
konstitusional muncul ketika MK menganggap peraturan PKPU 
bertentangan dengan pembentuk peraturan perundang-
undangan di atasnya, yaitu undang-undang Pemilu juncto 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan. Namun pada sisi lain, negara 
hadir untuk mencegah praktek korupsi, karena dampaknya yang 
luar biasa, korupsi pun sudah dikategorikan sebagai extra 
ordinary crime. 

Bahkan negara selalu melakukan inovasi dalam 
menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Mulai dari pendekatan 
budaya, sosial, hingga pendidikan. Namun usaha tersebut lagi-
lagi terbentur akibat hukum yang masih tumpang tindih. 
Langkah progresif dilakukan KPU merupakan upaya 
pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan pemerintah 
yang bersih melalui pemilihan legislatif (PKPU Nomor 20 Tahun 
2018). Permasalah yang diangkat menjadi point utama dan 
dituangkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah 
larangan koruptor tampil dalam pemilu. Larangan itu tertulis di 
Pasal 7 ayat (1) huruf (h): “Bukan mantan terpidana bandar 
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi” begitu 
bunyinya. 

Kegaduhan dikalangan masyarakat bukan berarti tidak 
mendukung langkah KPU namun dianggap melanggar Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum sehingga terjadi penolakan. Serta bertentangan 
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dengan Pasal 28 huruf D UUD 1945. Penyebabnya adalah mantan 
narapidana kasus korupsi adalah warga Negara Indonesia yang 
juga harus dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan 
warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. 
Oleh sebab itu, legitimasi mantan narapidana korupsi 
berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai wujud hak 
memilih dan dipilih yang ia miliki tidak menjadi masalah. 
Pemenuhan HAM dalam pemilihan umum merupakan 
representasi dari demokrasi. Pengakuan Indonesia sebagai 
negara hukum dengan sistem demokrasi bisa kita jumpai dalam 
Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada 
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. 
Selanjutnya dalam ayat (3): “Negara Indonesia adalah Negara 
hukum”. Maka dengan dua ayat tersebut menjadi jelas dan 
eksplisit. Meninjau ciri negara hukum, bahwa negara hukum itu 
memiliki ciri-ciri antara lain: (1) perlindungan terhadap hak asasi 
manusia, (2) pemisahan kekuasaan, (3) setiap tindakan 
pemerintah harus didasarkan undang-undang, (4) adanya 
peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 124  Lahirnya 
Declaration of Independence  di Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 
1776, merupakan pengaruh dari perkembangan HAM di Inggris 
dan Perancis yang memberikan dasar yang kuat bagi Amerika 
Serikat untuk menegaskan perlindungan HAM  tersebut, pada 
pokoknya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dalam 
persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan 
mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan 
yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.125 

 
124 Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan konstitusionalisme, Jakarrta: Konstitusi Press, 2005. 

hlm. 122 
125 Edward C. Smith, The Constitution of United States, New York: Barnes & Noble, 1966. 

hlm. 17 sebagaimana di kutip dari Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 
Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005. hlm. 52. 



92

POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PASCA REFORMASI DI INDONESIA (STUDI PENCALONAN MANTAN TERPIDANA)

 
 

Dalam proses pemilihan kepala daerah, dibutuhkan 
kepemimpinan kepala daerah yang membangun wilayah di 
seluruh gugusan nusantara diperlukan untuk mewujudkan 
masyarakat sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa 
Indonesia, pimpinan wilayah di seluruh negara Republik 
Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang bersih dan 
berwibawa. Pemimpin ini harus bijak dan bertanggung jawab 
atas manajemen wilayah yang mereka pimpin, baik sebagai 
gubernur, bupati, atau walikota, atau wakil gubernur atau 
walikota. Setelah Negara Indonesia merdeka, konstitusi UUD 
1945 berfungsi sebagai landasan untuk penyelenggaraan 
ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 
18, UUD tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah. 
Pasal 18 mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
dengan azas otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar 
pemerintahan di daerah dapat mencapai tujuan nasional bangsa 
Indonesia yang diinginkan seluruh rakyat Indonesia. 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tentu dibutuhkan 
calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh 
partai politik maupun yang maju secara independen yang benar-
benar berkualitas, kompeten sebagai seorang pemimpin. 
Konstitusi Republik Indonesia mengamanatkan setiap warga 
Negara mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan di 
pemerintahan, hal itu mengisyaratkan bahwa setiap warga 
negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam 
pemilihan umum.  

Jika mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang 
mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak 
politik yang sama dengan warga negara lainnya. Namun dalam 
kenyataannya tidak sebagaimana yang diamanatkan oleh 
konstitusi, ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh 
pembentuk undang-undang. Pembatasan itu misalnya adanya 
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ketentuan dalam Undang-undang Pemilu yang mensyaratkan 
calon anggota DPR/DPRD tidak pernah mendapatkan hukuman 
penjara dalam kasus korupsi. 

Hak untuk dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak 
yang dijamin dalam konstitusi (UUD NRI 1945), sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 28 huruf D yang berbunyi: “setiap 
orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan”. Ketentuan dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI 
1945 tersebut dalam pelaksanaanya dinegasikan oleh Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilu dan pemilukada, 
yang mensyaratkan bahwa calon gubernur, bupati, walikota, 
tidak pernah mendapatkan hukuman dengan ancaman hukuman 
5 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g yang 
menyatakan sebagai berikut: 

“…Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon 
Gubernur, Calon Bupati, Calon Wali Kota adalah yang 
memenuhi syarat diantaranya; (g). tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih..”. 
 
Adanya ketentuan  a quo ymerupakan syarat untuk 

mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan 
kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak 
seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak asasinya. 
Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 
seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh 
seorang mantan narapidana. Menurut Pasal 7 huruf g di atas 
kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusannya Nomor No. 42/PUU-XIII/2015 yang memberikan 
hak bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai 
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calon kepala daerah, baik calon Gubernur, Bupati atau Walikota. 
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian 
dibuat perubahan Undang-undang Pemilu yang menyangkut 
masalah hak mantan narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 
182 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017 
menyatakan bahwa: “mantan narapidana yang telah menjalani 
masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan 
diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus 
sebagai narapidana kepada publik”. 

Pada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat 
Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) yang 
menyatakan bahwa “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis 
dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak 
menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan 
seksual terhadap anak, dan korupsi”. Larangan yang tertuang 
dalam peraturan KPU tersebut di satu sisi sebagai upaya 
preventif dalam pemberantasan korupsi. Namun pada sisi yang 
yang lain, Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Hak 
Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi, yakni setiap orang 
mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 
umum. Selain itu, pembatalan pasal tersebut yang dilakukan oleh 
MA karena juga dinilai bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) 
huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017. 

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 126 
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan 
bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara 
hukum yang modern merupakan sebuah kewajiban untuk 
mencantumkan secara eksplisit pengakuan dan perlindungan 

 
126 Moh Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, 

hlm, 29. 
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terhadap hak asasi manusia di dalam konstitusi. 127  Dalam 
konstitusi Indonesia pengakuan terhadap hak asasi manusia 
dicantumkan dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 
NRI 1945. 

Selain diatur dalam konstitusi hak asasi manusia sebagai 
hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan,128 
juga diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) 
memberikan pengertian yang jelas mengenai hak asasi manusia 
sebagai “hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.129 

Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi dan 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat diklasifikasi 
sebagai berikut: Pertama, hak yang terkait hak sipil, meliputi hak 
untuk hidup, hak untuk terlepas dari penyiksaan, dan hak 
terbebas dari unsur perbudakan; kedua, hak yang terkait politik, 
ekonomi, sosial dan budaya, hal ini meliputi hak untuk 
berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat; hak untuk 
memilih dan dan dipilih, hak untuk menduduki jabatan publik; 
ketiga, hak yang terkait dengan hak khusus dan hak 
pembangunan, hak ini meliputi hak atas kesetaraan gender, hak 
reproduksi untuk perempuan,  atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat; keempat, pengaturan yang terkait dengan tanggung 
jawab negara dan kewajiban asasi manusia, dalam kelompok ini 

 
127 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2011, 

hlm. 343  
128 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

2011, hlm. 167 
129 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. 
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diatur mengenai kewajiban manusia untuk menghormati hak 
orang lain, kewajiban setiap manusia untuk tunduk pada 
pembatasan undang-undang, sementara negara 
bertanggungjawab untuk memajukan dan menjamin penegakan 
hak asasi manusia.130 

Pada dasarnya, hak politik setiap orang untuk 
berpartisipasi dalam pemilihan umum dijamin oleh konstitusi 
dan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali hak 
mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam 
pemilihan umum. Pengaturan mengenai hak politik mantan 
terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan 
umum dapat diklasifikasikan dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 
7 huruf g mengatur bahwa salah satu syarat untuk dapat 
mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur, 
Calon Bupati, Wakil Bupati, Calon Walikota atau Wakil Walikota 
adalah; “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;” Pasal 7 huruf g di atas 
yang mensyaratkan calon gubernur, bupati, walikota tidak 
pernah mendapatkan hukuman penjara karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara 
merupakan norma yang membatasi mantan terpidana korupsi 
untuk mencalonkan diri baik sebagai calon gubernur, wakil 
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil wali kota.  

 
130 Op.,Cit. Jimly Assidiqie, Pengantar Ilmu..., hlm. 364. 
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Pasal tersebut diuji materi (Judicial Review) ke Mahkamah 
Konstitusi oleh Jumanto dan Fathor Rosyid. 131  Putusan MK 
mengabulkan sebagian gugatan dari Jumanto dan Fathor Rosyid, 
sehingga Pasal 7 Huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan tidak 
berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Menurut Philip Mawhood dan J.A. Chandler dalam 
Suharizal, 132  pemerintah lokal memiliki potensi dalam 
mewujudkan demokratisasi karena proses desentralisasi 
mensyaratkan adanya tingkat responsivitas, keterwakilan dan 
akuntabilitas yang lebih besar. Dalam kaitannya dengan 
pemilihan kepala daerah mengutip pendapat Allan R.Ball, 133 
pemilu dan demokrasi berkaitan erat dalam substansi maupun 
fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam 
praktek bernegara masa kini karena menjadi sarana utama bagi 
rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan 
pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam 
proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang 
harus menjalankan pemerintahan khususnya di daerah. 

Rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara 
demokratis dalam jangka waktu lima tahunan melalui pemilu. 
Untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, 
pemilu yang jujur dan adil diperlukan.134 Hak untuk memilih dan 
memilih dapat dilaksanakan melalui sistem pemilu yang jujur 

 
131 Lihat Putusan MK nomor 51/Puu-Xiv/2016  
132 Suharizal, Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang, Jakarta: Rajagrafindo, 

2011, hlm. 175 
133 Ibid. 
134 Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote ) Masyarakat 

Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”. Jurnal Konstitusi Vol 9 Nomor 1, Maret 2012, 136. 
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dan adil. Pasal 28 huruf D Konstitusi menyatakan secara implisit 
bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dipilih 
sebagai anggota pemerintahan. Untuk menduduki jabatan 
pemerintahan tertentu, orang dapat memilih melalui pemilihan 
umum yang diadakan setiap lima tahun sekali.135 

Pada dasarnya, pemilihan kepala daerah merupakan 
konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut 
diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah 
menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-
undang maupun aturan pelaksanaanya dan sebagai pranata 
terpenting untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi dalam 
pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, 
keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara 
teratur136 

 
3. Konsep Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Terpidana dalam 

Pencalonan Kepala Daerah di Masa Mendatang 
Dalam bab ini penulis akan membagi konsep Pemenuhan 

Hak Dipilih Mantan terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah 
di Masa Mendatang dengan 2 (dua) sarana pendekatan yaitu 
dengan melalui prinsip proporsionalitas dan Prinsip Rehabilitasi 
dan Reintegrasi.  
1. Prinsip Proporsionalitas  

Prinsip Proporsionalitas pada dasarnya diartikan 
sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua 
komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan 
kemasukakalan. Suatu tindakan yang masuk akal pasti 
proporsional. Sebaliknya, apabila tindakan tertentu tidak 

 
135 Moh Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), hlm. 29. 
136 Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2019). Tinjauan yuridis tindak pidana pemilu dalam 

perspektif prinsip kedaulatan rakyat. Justitia et Pax, 35(1), 55-66. 
https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2052. 
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masuk akal, pasti juga tidak proporsional. Padanan kata 
yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan 
adalah legalitas dan ketidakpantasan prosedural.137  

Dalam konteks ilmu hukum, proporsionalitas 
memiliki definisi yang berbeda. Dalam hukum tata negara, 
prinsip proporsionalitas mengacu pada pembatasan 
kekuasaan negara. Konsep ini menyatakan bahwa 
penggunaan kekuasaan negara harus proporsional dengan 
kepentingan yang akan dibatasi oleh kekuasaan tersebut.138 
Proporsionalitas, sebuah prinsip dan tujuan pemerintahan, 
adalah ajaran tentang keadilan bahwa kerugian yang lebih 
besar yang disebabkan oleh penggunaan kekuasaan 
pemerintah harus dibenarkan dengan alasan yang lebih 
rasional.139 

Prinsip Proporsionalitas dalam konsep Hak Asasi 
Manusia menurut Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional 
Hak Sipil Politik dan Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional 
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menegaskan dua hal yang: 
pertama, negara harus membuat pembatasan yang 
diperlukan dan hanya diperbolehkan untuk melakukannya 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; kedua, perlakuan 
yang berbeda harus didasarkan pada alasan yang tepat. 
Selain itu, harus ada hubungan yang nyata dan rasional 
antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang diambil, 
serta hasilnya. 

 

 
137 Basil Ugochukwu, ‘Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in 

Comparative Context: Lessons for Nigeria’, York University and Transnational Human 
rights Review, Vol 1, 2014, hlm. 6. 

138 Alice Ristroph, “Proportionality as a Principle of Limited Government”, Duke Law 
Journal, 55, 2005, hlm. 263.  

139  Vicki C. Jackson, “Constitutional Law in an Age of Proportionality”, Yale Law 
Journal, 2015, 124. 
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Dalam konteks kewajiban negara dalam membatasi 
hak untuk dipilih terhadap pencalonan mantan terpidana, 
setidaknya ada empat parameter yang perlu diperhatikan, 
yaitu tujuan yang sah, kepantasan, nesesitas dan 
proporsionalitas dalam arti sempit. 140   Secara konseptual, 
ada tiga kriteria untuk menilai prinsip proporsionalitas, 
yaitu;  

1) Cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi 
warga negara harus secara rasional berkaitan dengan 
tujuan yang hendak dicapai; 

2) Hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai 
tujuan; dan  

3) Harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan 
terhadap hak dan tujuan yang hendak dicapai dari 
pembatasan tersebut.  
 
Jika mengacu pada putusan hakim terhadap 

pencalonan mantan terpidana, hakikatnya hakim tidak 
hanya dapat dituntut untuk menentukan apakah legislasi 
mencampuri/melanggar hak asasi warga negara, tetapi juga 
menilai apakah pelanggaran tersebut dibenarkan dengan 
mengacu pada prinsip tujuan yang dilegitimasi. Apabila 
masih ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai 
tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi 
tindakan legislatif tetap dilakukan, maka hal itu dianggap 
sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.141 

 

 
140 Matthias Klatt, Positive Obligations under the European Convention on Human 

Rights,Max-Planck-Institut für ausla ̈ndisches o ̈ffentliches Recht und Vo ̈lkerrecht, 2011, hlm. 
679  

141  Dan Meagher, ‘The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights’, 
Melbourne University Law Review,Vol 35, 2013, hlm. 47.  
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Dalam konteks Hak Asasi Manusia konsep margin of 
appreciation menjelaskan bahwa pengadilan nasional 
memiliki pengalaman yang lebih besar dibandingkan 
pengadilan internasional dalam menilai adat istiadat, nilai, 
dan kebutuhan lokal berhubungan erat dengan hukum hak 
asasi manusia. Menurut konsep ini, sebuah negara harus 
menghormati adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai negara 
lain ketika mempertimbangkan lingkup dan arti hak asasi 
manusia, dan menjadikannya standar dalam pelaksanaan 
hak asasi manusia. 

Penulis berpendapat bahwa kedepan konsep 
proporsionalitas mampu memberikan penjelasan bahwa 
pembatasan hak politik harus proporsional dengan 
pelanggaran yang dilakukan. Tindak pidana ringan (culpa 
levis), seperti pelanggaran pencemaran nama baik atau 
pelanggaran kecil lainnya, tidak seharusnya menjadi dasar 
untuk melarang seseorang mencalonkan diri dari kontestasi 
politik khusus pemilihan kepala daerah. Selanjutnya sanksi 
yang diberikan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran, 
dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah 
hak dasar yang tidak boleh dikesampingkan kecuali ada 
alasan yang sangat kuat. 

free man shall not be amerced [penalized] for a small fault, but 
after the manner of the fault; and for a great crime according to 
the heinousness of it...” (manusia bebas tidak akan dihukum 
[dihukum] karena kesalahan kecil, tetapi menurut cara 
kesalahannya; dan untuk kejahatan besar sesuai dengan 
kekejamannya..) 
 

Argumentasi diatas memberikan gambaran bahwa ide 
tentang proporsionalitas dalam pelaku tindak pidana 
berakar dari pemikiran sarjana aliran klasik Cesare Beccaria 
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tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan 
kejahatan dalam ungkapan yang terkenal ‘...let the 
punishment fit the crime..142 Perlunya prinsip ini dalam menilai 
layak atau tidak mantan terpidana mencalonkan kembali 
harus dilihat berat ringannya tindak pidana dan kesalahan 
yang dibuat. Penulis berpendapat bahwa Prinsip ini 
membatasi kekuasaan negara untuk mengancamkan sanksi 
pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan 
pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana 
dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan 
sah negara.  

Secara aplikatif, prinsip proporsionalitas mengacu 
kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya ancaman 
sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin 
berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembuat.143 
Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius 
diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman 
pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap 
tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas. Dalam 
konteks pencalonan mantan terpidana, perlud iliahat secara 
komprehensif, jenis kejahatan, lamanya hukuman, perilaku 
setelah menjalani hukuman, dan kontribusi sosial mantan 
terpidana perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan 
apakah pembatasan diperlukan. 

Terlebih kita perlu melihat keputusan untuk 
membatasi hak politik harus dilakukan secara transparan 
dan dapat dipertanggungjawabkan. Badan yang berwenang 

 
142 Cesare Beccaria, Of Crime and Punishment, Translated by Jane Grigson, Marsilio 

Publisher, New York, 1996. 
143 Joel Goh, ‘Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System’, 

Manchester Student Law Review , Vol 2, 2013, hlm. 44.; Erik Luna, “Punishment Theory, 
Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice”, Utah Law Review, 2003, hlm. 
21  
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harus memberikan alasan yang jelas dan terperinci mengenai 
mengapa pembatasan tersebut diperlukan dalam hal ini 
adalah KPU dan Bawaslu. Penulis berpendapat, Mantan 
terpidana harus memiliki hak untuk menguji kembali 
pembatasan di pengadilan, yang akan memeriksa apakah 
pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip proporsionalitas. 

Prinsip proporsionalitas adalah prinsip yang sama 
pentingnya ketika perkara di Mahkamah Konstitusi 
diputuskan. Dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, 
selain menghadapi masalah tentang kewenangan lembaga 
negara, perselisihan hasil pemilhan umum, dan pembubaran 
partai politik, seringkali dihadapkan pada hak saingan. 
Suatu undang-undang yang dapat melanggar hak 
konstitusional warga negara biasanya tidak bertentangan 
dengan konstitusi jika hakim serta merta hanya menafsirkan 
UUD NRI 1945 secara tekstual. Hak warga negara yang 
dirugikan dapat dipertahankan ketika hal ini terjadi. Jadi, 
prinsip proporsionalitas juga harus digunakan untuk 
menyelesaikan perselisihan. 

Cara lain yang yang dapat digukan sebagai bahan 
rekomendasi kedepan dalam pemberian hak dipilih mantan 
terpidana dengan memberikan aturan tambahan yang 
menjeleskan secara tegas berkaitan dengan kebolehan atau 
batasan bagi mantan terpidana dengan tambahan harus 
mematuhi aturan yang ditetapkan oleh PKPU Bahwa bagi 
Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa 
pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka 
mengemukakan kepada publik.  

Seorang mantan narapidana dapat mendaftar, tetapi 
mereka harus menunjukkan keputusan pengadilan yang 
masih berlaku setelah masa hukumannya selesai. Namun, 
Undang-Undang KPU melarang mantan terpidana bandar 
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narkotika dan pelecehan seksual untuk menjadi kepala 
daerah. Syarat untuk menjadi kepala daerah adalah bahwa 
yang bersangkutan adalah mantan narapidana, mereka 
harus melampirkan keterangan dari lembaga 
pemasyarakatan, dan mereka harus mengumumkan ke 
publik tentang kasus dan pidana yang telah mereka lakukan. 
Subtansinya adalah untuk secara eksplisit memberi tahu 
publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan 
narapidana. Dalam hal pencalonan, bukan tanggung jawab 
KPU untuk memastikan bahwa seorang mantan narapidana 
ingin terpilih kembali; hanya kesempatan untuk mendaftar 
yang diberikan KPU. 

 
2. Prinsip Reintegrasi 

Pada dasarnya, hak asasi manusia dilindungi oleh 
konstitusi Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 
28A-28J UUD 1945 dan dalam berbagai regulasi lain. Dalam 
hal hak untuk dipilih dan memilih, Pasal 43 Ayat (1) UU No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat hak 
setiap warga negara untuk mengikuti pemilihan umum, baik 
sebagai pemilih maupun sebagai peserta. Mantan terpidana 
kasus korupsi yang telah menjalani hukuman dan 
memenuhi masa tunggu selama lima tahun juga memiliki 
hak politik untuk kembali mencalonkan diri dalam 
pemilihan umum. 

Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar 
dari penjara pada dasarnya adalah orang yang telah 
menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk 
tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat di simpulkan 
sementara seseorang mantan narapidana yang sudah 
bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi 
oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 
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huruf g UU No. 8 Tahun 2015. Dengan argumentasi bahwa 
pengaturan pasal ini merupakan wujud dari semangat 
pemberantasan korupsi,pasal a quo menentukan bahwa 
Bakal calon peserta pemilu atau bakal calon anggota DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota adalah Warga 
Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. 

Syarat yang diberikan oleh Putusan Mahkamah 
Konstitusi menyatakan, Pasal 7 huruf g Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 
dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 
terpidana.  

Perdebatan tentang ketentuan frasa “tidak pernah 
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau lebih” dalam pengisian jabatan 
Kepala dan Wakil Kepala Daerah (ketentuan Pasal 58 huruf 
(f) Undang-Undang Pemerintahan Daerah), Presiden dan 
Wakil Presiden (ketentuan Pasal 6 huruf (t) Undang- undang 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), Hakim Konstitusi 
(Pasal 16 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Mahkamah 
Konstitusi), Hakim Agung (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 
Mahkamah Agung) dan sebagai anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan (Pasal 13 huruf (g) Undang-Undang Badan 
Pemeriksa Keuangan), telah lama digugat dan dibahas, 
diantaranya dalam Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 
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merupakan gabungan dua buah perkara yakni pada Nomor 
perkara 14/PUU-V/2007 dan Nomor perkara 17/ PUU-
V/20072. 

Perlu adanya konsistensi dari norma yang 
sebelumnya, yakni bagi mantan terpidana telah lima tahun 
selesai menjalani pidana penjara harus jujur mengemukakan 
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 
Ia menekankan dalam menetapkan norma hukum memuat 
syarat menduduki jabatan kepala daerah wajib 
mempertimbangkan hak-hak konstitusional warga. 
Menurutnya, syarat tidak pernah dipidana tidak sesuai 
dengan undang-undang lain. Pencabutan hak dalam hukum 
administrasi harus memperhatikan norma dalam hukum 
pidana dan hak konstitusional warga dan tidak bersifat 
permanen.144 

Majelis Hakim Konstitusi menyimpulkan bahwa 
pasal-pasal tersebut memenuhi tuntutan objektif terhadap 
penentuan persyaratan pengisian jabatan publik. Mereka 
dinyatakan konstitusional hanya jika pasal tersebut tidak 
mencakup tindak pidana culpa levis (akibat kealpaan ringan) 
walaupun diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dan 
pasal tersebut tidak mencakup masalah kejahatan politik. 
Kedua hal ini terkait dengan yang pertama: pemidanaan 
seseorang yang karena kealpaannya bukan orang jahat; 
dalam kasus culpa levis, tidak ada niat atau mens rea.  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota menetapkan bahwa peserta pemilihan 

 
144 Mudzakir, pada sidang perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016, Selasa (15/11), 
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kepala daerah yang pernah terlibat kasus hukum diharuskan 
untuk mengumumkan diri ke publik pada saat syarat calon 
diberikan. 

Menurut huruf f1, terpidana yang tidak menjalani 
pidana dalam penjara termasuk terpidana yang karena 
kealpaan atau terpidana yang karena alasan politik wajib 
secara jujur atau terbuka memberi tahu publik bahwa 
mereka sedang menjalani pidana dalam penjara. Pada huruf 
g dinyatakan bahwa mantan terpidana yang telah selesai 
menjalani masa pidananya harus secara jujur atau terbuka 
Selain itu, pada huruf g1 dinyatakan bahwa bukan sebagai 
pelaku pelanggaran berulang. Pada ayat (2b), disebutkan 
bahwa syarat yang disebutkan pada ayat (1) huruf f tidak 
berlaku untuk mantan terpidana yang diancam dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih dan yang 
telah selesai menjalani pidana tersebut dalam jangka waktu 
5 (lima) tahun setelah putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.145 

Berkaitan persoalan kejahatan politik sebagai 
perkecualian berkenaan dengan persoalan politis atas 
politieke overtuiging atau sikap politik yang berlainan dengan 
rezim berkuasa dan dianggap sebagai suatu tindak pidana di 
era rezim tersebut di samping pertimbangan kejahatan 
politik erat kaitannya dengan upaya diskriminasi pilihan 
politik yang bersangkutan.146 

 

 
145 Swastari HAZ, SH, Ikut Pilkada, Mantan Napi Wajib Umumkan Diri Ke Media 

Masa Pada Saat Penyampaian Syarat Calon, https://dompu.bawaslu.go.id/ikut-pilkada-
mantan-napi-wajib-umumkan-diri-ke-media-masa/ 

146  Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W. dan Retno Saraswati,“Perkembangan 
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota 
DPR, DPD dan DPRD serta sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, Diponegoro 
Law Journal, Volume 7, Nomor 2, Juni 2018, hlm 108-109. 
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Mengingat dalam suatu pemilihan terhadap pengisian 
jabatan publik yang dipilih (elected officials) ditentukan oleh 
kehendak rakyat untuk menentukan siapa calon yang 
dianggap memiliki kompetensi, kapabilitas serta track record 
yang baik di samping pertimbangan dalam suatu pemilihan, 
lazimnya perkecualian atas hak untuk dipilih yakni dengan 
persyaratan sehat jasmani dan rohani, dan persoalan apakah 
calon tersebut merupakan mantan terpidana namun secara 
jujur telah menyatakan dirinya sebagai seorang mantan 
terpidana tentunya bergantung pada pilihan rakyat untuk 
menentukan layak tidaknya calon tersebut.147 

Reintegritas politik menjadi langkah untuk 
mengambalikan Kehormatan dan Posisi dalam Politik. 
Dalam rehabilitasi politik, seseorang atau kelompok 
berusaha untuk memperbaiki reputasi mereka dan kembali 
aktif dalam politik setelah terlibat dalam aktivitas politik 
kontroversial atau memiliki reputasi buruk sebelumnya. 
Proses ini mencakup meyakinkan masyarakat bahwa mereka 
telah berubah dan pantas menerima kepercayaan kembali 
oleh rakyat karena dalam demokrasi rakyatlah yang 
memilih. 

Rakyat memiliki kesempatan yang luas untuk memilih 
dalam pemilu. Untuk mendapatkan dukungan, setiap 
kandidat harus bersaing secara sehat. Dalam kasus ini, 
rakyatlah yang menentukan apakah mantan 
narapidana  yang mencalonkan diri akan terpilih atau tidak. 
Ini karena calon yang berstatus mantan narapidana harus 
secara terbuka dan bertanggung jawab mengumumkan 
status mereka kepada publik.Mereka dapat dipilih untuk 

 
147 Janedjri M. Gaffar,”Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak 

Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, 
Maret 2013, hlm. 21-22. 
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jabatan tertentu jika masyarakat tetap menginginkannya 
berdasarkan kualitas dan kemampuan mereka. Rakyat 
Indonesia, sebagai pemegang kedaulatan, memiliki ruang 
untuk aspirasi penuh dalam demokrasi konstitusional. 
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BAB III 
PENUTUP 

 
 
 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis 
kemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan, dalam menjawab permasalahan yang menjadi titik 
sentral penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penjelasan dasar pertimbangan politik hukum kebolehan 

mantan terpidana  dalam pemenuhan hak dipilih dalam 
pilkada, dalam penelitian ini dimulai dari problematika 
pencalonan, di mana banyak yang berasumsi bahwa tidak 
hanya mantan terpidana dalam kasus pidana berat misal 
korupsi dan narkotika, akan tetapi tindak pidana yang 
masuk dalam kualifikasi culva levis juga harusnya memiliki 
perlakuan yang sama yaitu tidak dapat mencalonkan diri 
dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Di sisi lain 
polemik yuridis oleh kedua lembaga menjadi problematika 
tersendiri hingga masuk uji materi di Mahkamah Konstitusi 
dengan hasil pembatasan bagi mantan narapidana untuk 
ikut serta mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang 
dipilih (elected officials) tetap ada namun terdapat syarat-
syarat yang ditentukan dalam putusan a quo. Mahkamah 
Konstitusi juga memberi ketegasan syarat yakni 
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi tidak 
berlaku bagi jabatan publik yang dipilih, berlaku terbatas 
jangka waktunya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai 
menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan 
terpidana yang secara terbuka dan jujur menyatakan pada 
publik sebagai seorang mantan narapidana, serta bukan 
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seorang residivis. Justifikasi kebolehan mantan terpidana 
memiliki hak dipilih dapat dilhat dari proporsi hak politik 
dalam bingkai HAM di Indonesia. Hak memilih dan dipilih 
merupakan hak yang melekat dan didapatkan sejak lahir, 
serta diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya 
yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan 
perundang-undangan untuk dipilih dan memilih. Karena, 
hak politik itu bukan yang diberikan pemerintah, inilah sifat 
universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-
hak tersebut tidak dapat dicabut (inalienable). Penulis 
berpendapat bahwa pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi 
mantan terpidana ke dalam masyarakat. Melarang mereka 
untuk berpartisipasi dalam proses politik dianggap 
bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, karena membatasi 
peluang mereka untuk berkontribusi positif kepada 
masyarakat dan memperbaiki diri.  

2. Konsep politik hukum mantan terpidana dalam pemenuhan 
hak dipilih dalam pilkada di Indonesia, dimulai dengan 
harmonisasi sebagai berikut: Pertama Pengaturan yang Jelas 
dan Terperinci. Dalam hal ini legislasi dan regulasi yang 
mengatur hak dipilih mantan terpidana harus jelas dan 
terperinci, termasuk definisi dan kriteria yang tegas 
mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh mencalonkan 
diri. Kedua, Proses Verifikasi yang Transparan, yaitu Proses 
verifikasi calon harus dilakukan secara transparan dan 
akuntabel untuk memastikan bahwa keputusan yang 
diambil sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Ketiga, 
Pengawasan Yudisial. Frasa “tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap”, menunjukkan pasal a quo bersifat 
diskriminatif, karena menyamaratakan semua tindak 
pidana. faktualnya secara doktrin, masing-masing tindak 
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pidana memiliki sifat dan karakter tersendiri. Untuk itu, 
Sebagai bentuk pemenuhan hak dipilih mantan terpidana 
dalam pencalonan kepala daerah di masa mendatang (ius 
constituendum), pemenuhan hak dipilih mantan terpidana 
dalam pemilihan kepala daerah harus mengedepankan 2 
prinsip dasar sebagai berikut.  Pertama,  prinsip 
proporsionalitas. Prinsip ini menjelaskan bahwa, konteks 
kewajiban negara dalam membatasai hak untuk dipilih 
terhadap pencalonan mantan terpidana, setidaknya ada 
empat parameter yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan yang 
sah, kepantasan, nesesitas dan proporsionalitas dalam artu 
sempit. Jika mengacu pada putusan hakim terhadap 
pencalonan mantan terpidana, hakikatnya hakim tidak 
hanya dapat dituntut untuk menentukan apakah legislasi 
mencamputi/melanggar hak asasi warga negara, tetapi juga 
menilai apakah pelanggaran tersebut dibenarkan dengan 
mengacu pada prinsip tujuan yang dilegitimasi. Kedua, 
Reintegrasi yaitu prinsip pengembaliah hak kehormatan dan 
posisi dalam politik sebagai langkah langkah pemberian hak 
politik pasca dinyatakan sebagai narapidana. Proses ini juga 
menjadi langkah pemulihan keadaan pasca buruknya 
reputasi politik dan pelaksanaan demokrasi. 
 

B. Saran 
Sehubungan dengan hasil penelitian yang berjudul Politik 

hukum pemenuhan hak dipilih dalam pilkada pasca reformasi di 
Indonesia (studi pencalonan mantan terpidana) sebagaimana 
tersebut diatas, maka penulis dalam hal ini mengajukan 
beberapan rekomendasi antara lain:  
1. Melakukan reformulasi terhadap UU Pemilu, sehingga ada 

ketentuan yang mengatur tentang larangan bagi caleg 
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Narapidana agar tidak mendaftarkan diri dalam 
Pemilukada. 

2. Kepada pembentuk undang-undang perlu melakuak 
harmonisasi peratudan perundangan baik secara internal 
maupun eksternal, dan horizontal antar berbagai undang-
undang yang berisikan persyaratan untuk jabatan publik 
tertentu. Dalam hubungan ini, mengingat kekhususan-
kekhususan karakter dalam jabatan-jabatan publik tertentu 
menyebabkan tidak semua jabatan publik dapat demikian 
saja ditentukan persyaratannya dengan menggunakan 
rumusan norma yang bersifat umum. Oleh karena itu perlu 
dilakukan pembedaan persyaratan jabatan publik yang 
dipilih (elected officials) dengan yang diangkat (appointed 
officials), jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih 
bersifat melayani dengan jabatan publik di bidang legislatif 
yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat, dan jabatan 
publik yang karena tugasnya membutuhkan tingkat 
kepercayaan yang sangat tinggi, seperti hakim dan aparat 
penegak hukum lainnya serta pejabat yang mengelola 
keuangan negara dengan jabatan-jabatan lainnya 
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Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam 

 IAIN Sultan 
Amai 
Gorontalo 

Tim 
Konseling 

 

2011 

Seminar Internasional 
Perwujudan ASEAN di 
Universitas Negeri 
Gorontalo 

Universitas 
Negeri 
Gorontalo 

 

Peserta 

2011 Seminar Nasional ICMI 
Orwil Gorontalo 

ICMI Provinsi 
Gorontalo 

Peserta 
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2011 TOT Sosialisasi 
Pancasila, UUD 1945, 
NKRI,  Bhineka Tunggal 
Ika 

MPR Peserta 

 

2011 

Seminar Nasional 
“Strategi Penguatan 
Kesetaraan Gender di 
Provinsi Gorontalo 

IAIN 
Gorontalo 

Peserta 

 

 

2012 

Workshop Peningkatan 
Dosen Perguruan Tinggi 
Agama Islam  

Direktur Jend. 
Pendidikan 
Tinggi Islam. 
Kemenag RI 

 

 

Peserta 

 

2012 

Sosialisasi UU No. 16 
Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum 

Badan 
Pembinaan 
Hukum 
Nasional  

 

Peserta 

2012 Seminar Nasional Wakaf 
Produktif 

Kanwil 
Kemenag 
Gorontalo 

Peserta 

2014 Pelatihan Penyusunan 
Proposal Penelitian 
Pengabdian Ilmiah 

Jaringan 
Peneliti 
Kawasan 
Timur 
Indonesia 
(JIKTI) 
Gorontalo 

 

 

Peserta 

2014 Sosilaisasi  4 Pilar 
Kebangsaan 

 LSM Merah 
Putih 

Narasumber 



131

RINGKASAN DISERTASI
DARWIN BOTUTIHE, S.H., M.H.

 
 

 

 

2015 

Seminar International 
Democracy and Election 
(Solution for Establishing 
Good Governance) 

BAWASLU RI 
Kerjasama 
Universitas 
Hasanuddin 
Makassar 

 

 

Peserta 

 

2016 

Bimbingan Teknis 
Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum 

Kanwil 
Hukum dan 
Ham 
Gorontalo 

 

Peserta 

 

2016 

Seminar Nasional 
Penyelesaian Sengketa 
hasil Pilkada pasca 
Putusan Mahkamah 
Konstitusi 

Fakultas 
Hukum 
Universitas 
Ichsan 
Gorontalo 

 

Peserta 

2016 Workshop Pancasila, 
Konstitusi dan 
Ketatanegaraan  

MPR Pembahas 

2016 Latihan Dasar 
Kepimpinan 

Jurusan HTN 
Fak. Syariah 
IAIN Sultan 
Amai 
Gorontalo 

 

 

Pemateri 

 

 

2016 

Seminar Nasional  Model 
Pembinaan 
Pemasyarakatan 
sekaligus Pelucuran dan 
Bedah Buku 

IAIN Sultan 
Amai 
Gorontalo dan 
Kanwil 
Hukum dan 
Ham 
Gorontalo 

 

 

Peserta 
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2017 Dialog Publik 
“Transformasi Nilai 
Pancasila sebagai 
Ideologi Negara 

WIRE-G kerja 
sama UPT 
Perpustakaan 
IAIN Sultan 
Amai 
Gorontalo 

 

 

Peserta 

 

2017 

Bimbingan Teknis 
Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum 

Kanwil 
Hukum dan 
Ham 
Gorontalo 

 

Peserta 

2017 Bimtek Layanan Publik 
Kekayaan Intelektual 
Berbasis Teknologi 
Informasi 

Dirjen 
Kekayaan 
Intelektual 
Kementerian 
Hukum dan 
HAM RI.  

 

 

Peserta 

2019 Seminar Nasional  
Otonomi Daerah dan 
Problematikanya 

IAIN Sultan 
Amai Gtlo  

Pembahas 

2022 Diskusi dalam Obrolan 
Peneliti ttg Kualitas 
layanan Bantuan Hukum 
sebagai perwujudan 
akses keadilan 

Kanwil 
Hukum dan 
Ham  

Narasumber 

2022 Implementasi Putusan 
MK No. 91/PUU-
XVIII/2011 dan Masa 
Depan UU Cipta Kerja 

Institut 
Leimena 

Narasumber 
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2022 Konfrensi Internasional 
menguatkan kebebasan 
dan toleransi beragama 
melalui literasi 
keagamaan literasi 
budaya 

Kemnkum 
Ham RI 
bekerja sama 
dengan  
Institut 
Leimena 

Peserta 

2022 Rapat Fasilitasi dan 
Pembinaan penyelesaian 
sengketa  

Bawaslu Kota 
Gorontalo 

Narasumber 

2023 Dapil dan Alokasi kursi 
(Pendekatan Prinsip 
Kohesivitas) Kondisi 
sosial Budaya, adat 
istiadat dan kelompok 
minoritas  

KPU Kab. 
Gorontalo  

Pemateri 

2023 Pendidikan Pelatihan  
dan Paralegal “Negara 
Hukum dan Demokrasi” 

LBH IAIN 
kerja sama 
BPHN  

Pemateri 

2024 Penyuluhan Hukum 
warga Binaan Lapas 
Kelas II.A Gorontalo 

LBH IAIN 
Gorontalo  

Pemateri 

2024 Pendidikan Pelatihan  
dan Paralegal “Negara 
Hukum dan Demokrasi” 

LBH, LP2M 
IAIN 
Gorontalo,  
kerja sama 
BPHN  

Pemateri 
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PUBLICATIONS 
Tahun Judul Penerbit/Jurnal 

2010 
Kajian Hukum Terhadap 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa  

Jurnal Al-Buhuts 
Vol.6 No.1 Juni 2010 
ISSN :1907-0977 

2011 
Kesadaran Hukum dan 
Keseimbangan Alam Semesta 

Jurnal Madani Vol. 2 
No. 2 Desember 2011 
ISSN : 2087-8761 

2010 

Analisis Hukum Tentang 
Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah 

Jurnal Pelangi Ilmu 
Vol.3 No.4 September 
2010 

ISSN : 1979-5262 

2010 

Nilai-nilai Demokrasi Dalam 
Islam dan Problematikanya 

Jurnal Pelangi Ilmu 
Vol.3 No.4 September 
2010 

ISSN : 1979-5262 

2011 

Akses Masyarakat Terhadap 
Peradilan (Studi atas masyarakat 
miskin pengguna pengadilan di 
Pengadilan Agama Gorontalo) 

Lemlit  2011 

2011 

Upaya Penemuan STANTAR 
Minimal Sudut Kemiringan Arah 
Kiblat Masjid dari Idialnya untuk 
wilayah Kota Gorontalo 

Lemlit 2011 

2016 
Mediasi Alternatif Penyelesaian 
Perkara Kewarisan di Pengadilan 
Agama Limboto 

Lemlit 2016 



135

RINGKASAN DISERTASI
DARWIN BOTUTIHE, S.H., M.H.

 
 

2017 

Pembinaan Narapidana Kasus 
Pemerkosaan Anak Kandung 
Pada Lapas Kelas II.A Gorontalo 

 

Jurnal Al-Himayah 
Jurnal Pelangi Ilmu 
Vol.1 No.1 Mei 2017 

ISSBN: 

2018 

Perlindungan terhadap Tenaga 
Kerja Pada Rumah Sakit Islam 
Gorontalo dalam presfektif 
hukum dan Islam 

Lemlit  2018 

2023 

Problematika UU Cipta Kerja 
pasca putusan MK No. 91/PUU-
XVIII/2022 

Jurnal Al-Himayah 
Jurnal Pelangi Ilmu 
Vol.17No.1 Maret 
2023 

ISSBN: 

2024 

Efektivitas peraturan Gubernur 
Gorontalo Nomor 23 Tahun 2021 
tentang Pengutamaan Bahasa 
Indonesia di ruang public 
Provinsi Gorontalo.  

Litapdimas  

 

Gorontalo,     Agustus  2024 

 

DARWIN BOTUTIHE, S.H., M.H 
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